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Abstract 
The legal content contained in the marriage guardian's 
traditions shows the cancellation of a marriage that takes place 
without permission, taukil or the presence of the guardian. Even if 
there is a marriage that takes place without the presence of a 
guardian, permission or taukil from her, the marriage does not abort 
the woman's right to dowry even though her marital status is 
categorized as invalid or null and void by the Shari'a and statutory 
law. 
If the legal guidance from the hadith is actualized in the 
context of the marriage that took place in Gorontalo, it shows that 
Gorontalo people's awareness about the function and position of 
guardians in marriage is still very weak. There are a lot of practices 
of unregistered marriage services or unofficial marriage services, both 
which are carried out openly or in secret, both in Gorontalo City and 
in the district. Likewise, the practice of Sirri marriage in Gorontalo 
City which in context also indicates the weak awareness of the public 
about the existence of guardians in marriage. 
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Abstrak 
Kandungan hukum yang terdapat dalam hadis-hadis wali 
nikah menunjukkan batalnya suatu pernikahan yang dilangsungkan 
tanpa izin, taukil atau kehadiran wali. Kalaupun ada pernikahan yang 
berlangsung tanpa kehadiran wali, izin atau taukil darinya, 
pernikahan tersebut tidak menggugurkan hak wanita atas mahar 
meski status pernikahannya dikategorikan tidak sah atau batal oleh 
syariat dan hukum perundang-undangan.  
Jika petunjuk hukum dari hadis tersebut diaktualisasikan pada 
konteks pernikahan yang terjadi di Gorontalo menunjukkan bahwa 
kesadaran masyarakat Gorontalo tentang fungsi dan kedudukan wali 
dalam pernikahan masih sangat lemah. Banyaknya terjadi praktek 
layanan nikah tidak tercatat atau layanan jasa nikah tidak resmi, baik 
yang dijalankan secara terang-terangan maupun yang sembunyi-
sembunyi, baik di Kota Gorontalo muapun di kabupaten. Demikian 
pula halnya dengan masih maraknya terjadi praktik nikah sirri di 
Kota Gorontalo yang secara konteks juga mengindikasikan masih 
lemahnya kesadaran masyarakat tentang eksistensi wali dalam 
pernikahan. 
 
Keyword: Aktualisasi, Hadis, Wali Nikah.  
 
Pendahuluan 
Menjaga keturunan atau kehormatan adalah salah satu bagian 
utama yang tercakup dalam tujuan pokok hadirnya hukum dan syariat 
Tuhan di bumi. Meski berada pada posisi keempat di bawah agama, 
jiwa, dan akal, namun kehadirannya sangatlah dibutuhkan oleh 
manusia demi terwujudnya dan berkesinambunannya peradaban. 
Salah satu term yang terkandung dalam maqashid ini adalah ajaran 
tentang perkawinan yang di dalam terminologi Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) disebut sebagai akad/ ikatan yang kuat atau mi<tsa<qan 
gali<dzhan antara seorang pria dan wanita.  
Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan masalah 
perkawinan ini. Selain memerintahkan umatnya menikah juga 
melarang membujang atau berprinsip tidak mau menikah dan 
mengikuti pola hidup para biksu, pendeta, atau biarawan/biarawati 
yang ada di agama nasrani. Sebagai bukti keseriusan persoalan ini 
dalam pandangan agama, sampai-sampai pembicaraannya dalam Al-
Qur’an dan Sunnah demikian kompleks dan rinci.  
Bila coba ditelusuri dalam Al-Qur’an, maka menurut 
perhitungan yang dilakukan oleh Abdul Wahab Khallaf sebagaimana 
dikutip oleh Mohammad Daud Ali, dari 228 ayat-ayat hukum 
tercantum dalam Al-Qur’an, 70 ayat di antaranya merupakan ayat 
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hukum yang berkenaan dengan keluarga, termasuk di dalamnya 
perkawinan.1  
Berbeda dengan Al-Qur’an, jumlah hadis yang berbicara 
tentang masalah pernikahan jauh berkali lipat lebih banyak dari ayat 
Al-Qur’an. Makanya, tidak heran kalau pembahasan mengenai nikah 
dalam kajian fikih/hukum Islam telah membentuk cabang tersendiri 
yang terpisah dari pembahasan lainnya yang biasanya disebut dengan 
fikih munakahat. Artinya, teknis dan rincian persoalan nikah yang 
disinggung dalam Al-Qur’an lebih banyak dijelaskan lewat hadis 
Nabi.  
Mendalami persoalan nikah dan hal-hal lain yang terkait 
dengan teknis pelaksanaannya lebih tepat jika dikaji melalui untaian 
hadis-hadis Nabi yang tersebar dalam kitab kumpulan hadis. Selain 
dapat menghasilkan gambaran suatu persoalan secara komprehensif, 
upaya tersebut juga dapat membantu para cendekiawan dan 
pembelajar agar bisa sampai pada analisis isi kandungan pesan Nabi 
sesuai konteks dan peristiwa riil yang yang mengitari suatu ketentuan 
hukum dalam pernikahan. Baik, waktu, tempat, aktor, budaya, 
lingkungan, serta suasana ketika dikeluarkannya suatu hadis. Di 
situlah letak urgensi penelitian dan kajian hadis-hadis dari Nabi saw.  
Berdasarkan posisi tersebut, wali yang merupakan salah satu 
elemen utama dalam terwujudnya suatu pernikahan dalam Islam 
tentu sangat relevan jika dikaji dari perspektif hadis Nabi saw, 
dengan suatu harapan akan dapat memberi gambaran utuh mengenai 
aturan teknis sistem perwalian nikah yang valid menurut ketentuan 
Islam. Apalagi mengingat posisi al-Sunnah sebagai sumber hukum 
sekunder dalam Islam dan sebagai bayan terhadap Al-Qur’an. 
 
Wali Tujuannya dalam Pernikahan  
Dalam kitab Mu’jam Maqayis al-Lughah, term wali diartikan 
dengan al-qurb yang berarti dekat atau kerabat, pemelihara, 
pelindung, pengasuh. 2  Sedangkan dalam buku Lisan al-‘Arab 
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah seseorang 
yang sangat memiliki peranan penting dan mendasar karena sebuah 
akad nikah dianggap tidak sah tanpa wali. 3  Dalam Kamus Umum 
Bahasa Indonesia, kata wali memiliki beberapa arti: (1) wali yang 
                                                          
1Lihat, Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Cet. II; 
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 2.  
 2Lihat Abi al-Husai<n bin Fa<ris bin Zakariyya, Maqa<yi<s al-Lughah, Juz. V 
(Beiru<t: Da<r al-Fikr, 1972), h. 141. 
 3Lihat Abi al-Fadhil Jama<l al-Di<n Muhammad ibn Muharram ibn Mans{u<r, 
Lisa<n al-‘Arab, Jilid. XV (Beiru<t: Da<r al-Sa<dir, t. th.), h. 407. 
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mengurus anak yatim piatu dan hartanya; (2) wali nikah; (3) wali 
Allah; (4) wali sebagai kepala pemerintahan; dan lain-lain.4 
Secara operasional para ahli telah memberikan pengertian wali 
nikah itu sendiri. Rahmat Hakim misalnya, memberi pengertian wali 
nikah sebagai “orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan 
dengan seorang laki-laki”.5 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, 
wali nikah ialah  pengasuh pengantin perempuan pada ketika nikah 
(yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.6 
Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, dapat 
difahami bahwa wali nikah merupakan salah satu unsur utama dalam 
perkawinan seseorang. Apabila dikatakan bahwa wali merupakan 
orang yang berhak untuk mengadakan atau mengikatkan seorang 
perempuan dengan seorang laki-laki dalam suatu ikatan perkawinan, 
maka hal itu disebabkan karena orang tersebut secara nasab dekat 
hubungannya dengan perempuan yang diberi perwalian. Karena itu 
orang yang jauh hubungannya secara nasab apalagi tidak memiliki 
hubungan dengan perempuan yang dikawinkan, tidak dapat menjadi 
walinya.  
Menurut Islam, satu-satunya orang yang boleh mengambil-
alih wewenang perwalian dalam perkawinan seseorang, adalah 
pemerintah (sulthan), itupun apabila semua orang-orang yang berhak 
menjadi wali secara hukum dinyatakan tidak ada atau tidak diketahui 
keberadaannya atau menyatakan diri enggan menjalankan posisi dan 
kedudukannya. 
Tujuan utama dari keberadaan wali dalam pernikahan 
sebagaimana difahami dari bunyi hadis Nabi adalah untuk 
menikahkan pengantin wanita dengan pengantin pria. 7  Selain itu, 
keberadaan wali nikah dalam pernikahan juga difahami secara 
filosofis sebagai bentuk penyerahan/pengalihan tanggung jawab 
penuh secara formal (sosial dan agama) dari pihak keluarga kepada 
sang calon suaminya dalam membina, mengurus, menafkahi, dan 
melindungi sang wanita. Dalam hal ini, wali bertindak sebagai wakil 
                                                          
 4W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN. 
Balai Pustaka, 1985), h. 1146-1147. 
 5 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Cet. I; Bandung: Pustaka 
Setia, 2000), h. 59. 
 6W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 1147. 
7Fungsi dan tujuan wali nikah ini difahami dari teks hadis yang diperoleh 
dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:  
َتلَاق َةَِشˀَا̊ ْنَع  َسَو ِهَْيَل̊ ُ ҧ߹ا ҧﲆَص ِ ҧ߹ا ُلوُسَر َلَاق Ҩِﱄَْولا اَهْحِكُْني َْمل ٍةҫǫَرْما اَمҨ يҫǫ َ ҧﲅ.... 
Berdasarkan kalimat “ Ҩِﱄَْولا اَهْحِكُْني” yang berarti wanita dinikahkan oleh wali 
maka jelaslah bahwa tujuan dan fungsi utama wali adalah menikahkan mempelai 
wanita dengan mempelai pria. 
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dari seluruh keluarga besar mempelai wanita untuk mengikatkan 
dirinya dalam tali perkawinan dengan calon suaminya.   
Sedemikian penting peran dan fungsi wali dalam perkawinan 
sehingga apabila wali pada urutan yang lebih tinggi kedudukannya 
tidak ada, atau tidak hadir, atau tidak dapat menyatakan pendapat, 
maka wali pada urutan yang lebih rendah kedudukannya yang akan 
menggantikannya. Bahkan apabila semua wali dari semua tingkatan 
tidak ada, tidak hadir atau tidak dapat menyatakan pendapat, maka 
hak perwalian pindah kepada pemerintah atau kepala negara 
(sulthan).8  Hal ini sekaligus menjadi pesan bahwa dengan adanya 
mekanisme pengaturan seperti itu dalam agama menunjukkan 
wajibnya izin dan kehadiran wali dalam pernikahan. 
 
Pembagian Wali  
Dalam Al-Qur’an tidak ditemukan informasi secara rinci yang 
menyebutkan siapa yang berhak menjadi wali dalam perkawinan. 
Demkian pula halnya dalam hadis. Meski demikian, dalam beberapa 
hadis Nabi ditemukan redaksi yang mengisyaratkan dan menyebut 
dua jenis wali. Pertama adalah bapak.9 Dan kedua adalah Sulthan.10  
Dari isyarat itulah kemudian dikenal adanya dua macam wali 
dalam pernikahan, yaitu wali nasab dan wali hakim. Menurut Ibn 
Qayyim al-Jauziyah wali adalah kerabat mempelai wanita melalui 
dua jalur, yaitu (1) faktor ‘Ashabah dan (2) faktor Nasab.11 Dalam hal 
ini wali nasab adalah anggota keluarga calon mempelai wanita yang 
mempunyai hubungan darah patrilinial (langsung/paling dekat/paling 
kental) dengan calon mempelai wanita dan  hanya yang berjenis 
                                                          
 8Sebagaimana redaksi hadis:  َࠀ ҧِﱄَو َﻻ ْنَم Ҩِﱄَو ُناَْطل Ҩسلَاف اوُرَجَت ْ̑شا ْن Үَاف. Lihat, Abu Abdulla<h 
Muhammad bin Yazi<d al-Qazwi<niy, Sunan Ibnu Ma<jah, Juz. 1 (Kairo: Da<r Ihya<’ al-
Kutub al-Arabiyyah, t.th), h. 605. (Hadis No. 1880 “Bab La< Nika<ha Illa< biwaliyy”)   
9Teks hadisnya adalah: 
 ْ̑س ҮԴِ ،ِلْضَْفلا ِنْˊ 
ِ ҧ߹ا ِدْبَع ْنَع ،ٍدْعَس ِنْˊ ِدԹَِز ْنَع ،ُناَ̀ ْفُس اََنث ҧد َ˨  ،ٍلَْبَ̲ح ُنْˊ  ُد َْﲪҫǫ َاَنث ҧد َ˨ :َلَاق ،ُﻩاَنْعَمَو ِﻩِدَان» اَهُرِمҭˆَت َْ̑س̼ ُرْكِْبلاَو ،َا ِّﳱ ِ̦ َو ْنِم اَهِسَْفنِب Ҩقَحҫǫ ُبِّ ҧ̿ ثلااَهُوبҫǫ« 
Kata “اهوبأ” artinya bapak dari gadis/wanita yang akan dinikahkan. Lihat, 
Abu Da<u<d Sulaima<n bin al-Asy’ats al-Sijista<niy, Sunan Abi< Da<u<d, Juz. 2 (Beiru<t: 
al-Maktabah al-‘Ashriyyah, t.th),, h. 229. (Hadis No. 2099, “Bab fi al-Waliyy”)  
10 Teks hadisnya adalah: 
 ْنَعَتلَاق َةَِشˀَا̊  َف ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀِ̲ َف Ҩِﱄَْولا اَهْحِكُْني َْمل ٍةҫǫَرْما اَمҨ يҫǫ َ ҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُ ҧ߹ا ҧﲆَص ِ ҧ߹ا ُلوُسَر َلَاق َْﳯِم َباَصҫǫ اَمِب اَهُْرهَم َاَهَلف اََﲠاَصҫǫ ْن Үَاف ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀ
ِ̲ َف ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀِ̲ ا
 ُرَجَت ْ̑شا ْن Үَاف او Ҩِﱄَو ُناَْطل Ҩسلَاف  َُࠀ ҧِﱄَو َﻻ ْنَم. 
Kata “ﱄو ناطلسلا” artinya sulthan/pemerintah adalah termasuk kategori wali. 
Dan inilah biasanya yang disebut dengan wali hakim. Abu Abdulla<h Muhammad 
bin Yazi<d al-Qazwi<niy, Sunan Ibnu Ma<jah, h. 605. (Hadis No. 1880 “Ba<b La< 
Nika<ha Illa< biwaliyy”) 
 11Lihat, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, ‘Aunu al-Ma’bu<d Syarah Sunan Abi< 
Da<wu<d, Juz. VI (Cet. III; t.t.: al-Maktabath al-Isla<miyyah, 1979), h. 98. 
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kelamin laki-laki.12  Atau meminjam istilah Jumhur Ulama, seperti 
Imam Malik dan Imam al-Syafi’i bahwa wali itu adalah ahli waris si 
perempuan yang diambil dari garis nasab ayah, bukan dari garis nasab 
ibunya.13 Adapun orang-orangnya dapat dirinci sebagai berikut:  
1) Ayah; 
2) Kakek (ayah dari ayah); 
3) Saudara laki-laki seibu sebapak atau sebapak saja; 
4) Saudara laki-laki ayah (paman); 
5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau sebapak 
saja; 
6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu); 
7) Paman dari bapak; 
8) Anak laki-laki dari paman dari bapak; 
9) Paman dari kakek;  
10) Anak laki-laki dari paman dari kakek.14  
 Dalam teknis pelaksanaannya, wali ditunjuk berdasarkan skala 
prioritas dan tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu 
mereka yang paling akrab atau lebih dekat dan kuat hubungan 
darahnya. Apabila ada wali yang terdekat hubungan darahnya dan 
hadir pada saat akad nikah berlangsung, maka perkawinan tidak boleh 
dilakukan oleh wali yang lebih jauh, kecuali kalau wali akrab tersebut 
oleh karena suatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali. Tetapi 
jika wali akrab gaib, tidak ada di tempat dan tidak tentu rimbanya, 
Imam Hanafi berpendapat, hak kewaliannya berpindah kepada wali 
urutan berikutnya.15 
Pada prinsipnya kewenangan untuk menjadi wali hakim ada 
pada Kepala Negara (sulthan), namun karena secara teknis 
kewenangan itu tidak mungkin kalau dilakukakannya sendiri 
mengingat tugas Kepala Negara yang banyak (baik ke dalam maupun 
keluar) dan banyaknya warga negara yang harus dilayani apabila 
dalam perkawinanannya tidak mempunyai wali, menyebabkan 
kewenangannya sebagai wali hakim itu didelegasikan kepada pejabat 
yang lebih rendah. Dengan demikian, wali hakim ialah orang yang 
                                                          
 12 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Cet. V; Jakarta: 
Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), h.65. 
 13Lihat, Imam Abu Abdillah Mohammad Idris al-Syafi’i, al-Umm, Jilid IV 
(t.t.: t.p., 1968), h. 248. 
 14Lihat, Imam Abu Abdilla<h Mohammad Idri<s al-Sya<fi’iy, al-Umm, h. 248. 
 15 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, h. 60. Lahaji dan 
Sulaiman Ibrahim, Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwayatan dan 
Penalaran Hukum Wali Nikah, Al-Ulum, Vol. 19 No 1, June 2019, h. 1-26 
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diangkat oleh pemerintanh untuk bertindak sebagai wali dalam suatu 
pernikahan.16 
Dalam pelaksanaannya, tentu tidak sama tiap-tiap negara. 
Indonesia misalnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 2 
Tahun 1987, yang ditunjuk sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor 
Urusan Agama Kecamatan. Tidak ada orang lain di luar pejabat itu 
yang boleh menjadi wali hakim. Di zaman modern dewasa ini, 
meskipun jarak masafat al-qasri telah terpenuhi, untuk akad nikah 
kepada wali perlu diberitahukan terlebih dahulu. 
Kapan Kepala Negara, sultan, atau pejabat yang ditunjuk 
dapat bertindak menjadi wali hakim? Dalam hal ini ulama berbeda 
pendapat. Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa apabila semua wali 
dari daftar urutan wali nasab sudah tidak ada atau ada tetapi tidak 
dapat menyatakan pendapatnya atau adhal atau gaib, maka hak untuk 
menjadi wali dalam suatu perkawinan pindah kepada wali hakim.17 
Tetapi Imam Syafi’i berpendapat bahwa apabila wali nasab (wali 
nasab urutan pertama atau wali mujbir) gaib, tidak menyebabkan 
berpindahnya hak kewaliannya kepada wali urutan berikutnya, 
melainkan langsung jatuh kepada wali hakim.18 
 
Landasan Normatif Wali dalam Pernikahan 
Persolan wali nikah telah diatur secara normatif dalam 
kehidupan manusia. Hal itu berlandaskan pada beberapa sumber 
hukum sebagai berikut: 
1. Al-Qur’an 
Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang secara tidak 
langsung menisyaratkan eksistensi dan wewenang wali dalam 
pernikahan, di antaranya: QS. al-Baqarah: 234; QS. al-Baqarah: 232; 
QS. al-Baqarah: 221; QS. an-Nur: 32. Menurut imam al-Qurthuby, 
objek yang dituju oleh khitab atau titah atau perintah dalam kalimat 
(اﻮﺤﻜﻧأو) dalam an-Nur: 32 di atas ditujukan kepada para wali nikah. 
Sebab seandainya ditujukan kepada para suami atau istri maka lafad 
tersebut tidak menggunakan huruf hamzah di awalnya. Olehnya itu, 
ayat ini merupakan dalil bahwasanya wanita tidak memiliki hak 
untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa izin/restu dari wali.19  
                                                          
 16 Abdoerraoef, Al-Qur’an dan Ilmu Hukum (Jakarta: Bulan Bintang, 
1970), h. 86. 
 17Lihat, Abd al-Rahma<n al-Jazi<riy, al-Fiqh ‘ala< al-Madza<hib al-Arba’ah, 
Juz. IV (Beiru<t: Da<r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), h. 89. 
 18Abd al-Rahma<n al-Jazi<riy, al-Fiqh ‘ala< al-Madza<hib al-Arba’ah, h. 90. 
19Abi Abdilla<h Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubiy, Al-
Ja<mi’ li Ahka<mi al-Qur’a<n, Juz. 15 (Cet. I; Beiru<t: Muassasah al-Risa<lah, 2006), h. 
229.  
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2. Hadis 
Dalam hadis Nabi dapat dijumpai banyak hadis-hadis yang 
melandasi keberadaan wali dalam pernikahan. Salah satu di antaranya 
adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: 
  ََْﲔ̊ҫǫ ِنْˊ  َةَماَُدق ُنْˊ ُد ҧمَحُم اََنث ҧد َ˨ ِﰊҫǫ ْنَع َقَْﲮ Үا ِﰊҫǫ ْنَع َلي
ِئا َْﴎ Ү
اَو َُسُ̮وي ْنَع ُدا ҧد َ˪ ْلا َةَدْيَبُعُوبҫǫ َاَنث ҧد َ˨  
 َﳻوُم ِﰊҫǫ ْنَع َةَدُْرˊ  َ ҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُ ҧ߹ا ҧﲆَص ҧِﱯҧنلا ҧنҫǫ ٍِّﱄَوِب ҧﻻ Үا َحَﲀ
ِ̯  َﻻ َلَاق.20 
Artinya:  
Dari Muhammad bin Qudamah bin A’yun kami diceritakan oleh 
Abu Ubaidah al-Haddad ari Yunus dan Israil dari Abi Ishak dari 
Abi Burdah dari Abi Musa bahwasanya Nabi saw bersabda 
tidak (sempurna/sah) suatu pernikahan kecuali dengan 
(kehadiran/izin) wali.   
 
Hadis ini bersama dengan hadis-hadis lainnya dalam al-kutub 
al-tis’ah menegaskan tentang eksistensi dan kedudukan wali dalam 
pernikahan, bahwa suatu pernikahan belumlah sempurna dan sah 
tanpa peran dan kehadiran wali di dalamnya.   
3. Ijtihad Ulama 
Menurut pendapat imam al-Syafi’i, rukun nikah terdiri atas 
lima hal, yaitu: 1) calon suami; 2) calon istri; 3) wali nikah; 4) dua 
orang saksi; dan 5) ijab dan qabul. Dalil yang dijadikan pijakan oleh 
imam Syafi’i adalah QS. Al-Baqarah/2: 234. Ia dan pengikutnya 
berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada para wali. Sebagaimana 
yang diinginkan oleh kalimat “ ۡűȲُžۡ
َ
ŰŠَ َحĵŶَŁُ 
َ
ƆَŦ” yang merupakan 
seruan yang ditujukan kepada para wali. Pendapat ini didukung oleh 
Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal.21  
Sebaliknya, Imam Abu Hanifah, Zufar, al-Sya’biy dan al-
Zuhriy berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan 
aqad nikah tanpa wali sedang calon suaminya sekufu’, maka 
pernikahannya sah. Dalilnya juga didasarkan pada ayat 234 surah al-
Baqarah di atas. Menurut mereka kalimat   ĵųَžِȯ űۡȲُۡžَŰŠَ َحĵَŶŁُ َƆَŦ ğŴŹَُŰŁَ
َ
أ ŴَŤۡ
َ
Űَķ اَِذıَŦ
 ِ ķ ğŴŹِŏِŧُŵ
َ
أ ٓǍِ Ŵَ
ۡ
Űšَȯَ ˍِفوŋُšۡųَ
ۡ
ɉĭ ..” justeru merupakan infromasi atau dalil mengenai 
bolehnya wanita bertindak untuk menikahkan dirinya sendiri.22  
                                                          
20Abu Da>wu>d Sulaima>n bin al-Asy’ats al-Sijista>niy, Sunan Abi Da>wu>d, 
Juz. 2 (Beiru>t: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, t.th), h. 229. (Hadis No. 2085, “Ba>b fi> 
al-Waliyy”) 
21‘Abd al-Rahma>n al-Jazi>riy, al-Fiqh ‘Ala> al-Madza>hib al-Arba’ah, Juz. IV, 
h. 47-48. 
22‘Abd al-Rahma>n al-Jazi>riy, al-Fiqh ‘Ala> al-Madza>hib al-Arba’ah, h. 47-
48. 
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Sementara Abu Daud merinci persoalan tersebut dengan 
memisahkan status wanita tersebut, apakah gadis atau janda. Apabila 
wanita itu masih gadis maka disyaratkan adanya wali, tetapi kalau 
sudah berstatus janda, maka dibolehkan menikah tanpa wali. 
Sementara pendapat yang mengatakan bahwa wali bukanlah syarat 
sahnya pernikahan, juga didasarkan pada ayat yang sama.23 
4. Perundang-Undangan 
Salah satu keistimewaan dari persoalan wali adalah telah 
dimasukkannya aturan tentang wali tersebut ke dalam materi hukum 
positif yang diberlakukan di Negara kita. Pencantuman pasal-
pasalnya meliputi Eksistensi, wewenang, klasifikasi, dan syarat-
syarat wali dalam pernikahan. Adapun peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang wali adalah: 
a. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Penegasan tentang wali tercantum dalam Bab II mengenai 
syarat-syarat perkawinan, Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: 
“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai 
pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah 
yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 
oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya 
oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas 
dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”24 
 
Kemudian pada Pasal (2) dikatakan: 
“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat 
izin kedua orang tua”25 
 
Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di 
atas, pencantuman dan pembahasan tentang wali belumlah 
dijelaskan secara detail mengenai kriteria, wewenang, dan 
fungsinya. Hal ini dapat dimaklumi sebab memang Undang-
undang ini adalah masih aturan awal yang hadir mengenai 
pernikahan di Indonesia, sehingga sifatnya masih sangat 
sederhana dan masih perlu direvisi dan ditopang oleh aturan 
lain. Jadi secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan 
dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka 
perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, 
                                                          
23‘Abd al-Rahma>n al-Jazi>riy, al-Fiqh ‘ala> al-Madza>hib al-Arba’ah, h. 47-
48. 
24Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Surabaya: 
Arkola, t.th), h. 13. 
25Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 7. 
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apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah 
hidup bersama sebagai suami isteri, maka hak untuk 
membatalkannya menjadi gugur.26 
b. Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden R.I. Nomor I 
Tahun 1991) 
Aturan perundang-undangan kedua yang juga mengatur 
tentang wali dalam pernikahan adalah Intruksi Presiden R.I. 
Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di 
Indonesia, biasa disebut KHI. Setidaknya ada 6 pasal yang 
membicarakan tentang aturan wali dalam pernikahan, yaitu:  
1. Pasal 1; “Yang dimaksud dengan: ….(b). Wali hakim ialah 
wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat 
yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan 
untuk bertindak sebagai wali nikah” 
2. Pasal 14: 
“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:  
a. Calon Suami 
b. Calon Isteri 
c. Wali Nikah 
d. Dua Orang Saksi, dan 
e. Ijab dan Kabul 
3. Pasal 19: 
“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang 
harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang 
bertindak untuk menikahkannya”27 
4. Pasal 20 ayat (1) 
“Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-
laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, 
aqil, dan baligh”28 
ayat (2) 
“Wali nikah terdiri dari: a. Wali Nasab b. Wali Hakim” 
5. Pasal 21 ayat (1) 
“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan 
kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari 
                                                          
26Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Cet. 4; Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2000), h. 85. 
27 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal 
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama 
R.I., 1999), h. 20.  
28 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal 
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, h. 20. 
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kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan 
kekerabatan dengan calon mempelai wanita” 
ayat (2) 
 “Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat 
beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, 
maka yang berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat 
derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita” 
 
Ayat (3)  
“Apabila dalam satu kelompok sama derajat 
kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali 
nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya 
seayah” 
 
Ayat (4) 
“Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya 
sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama 
derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak 
menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua 
dan memenuhi syarat-syarat wali” 
6. Pasal 22: 
“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak 
memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali 
nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah 
udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah 
yang lain menurut derajat berikutnya” 
7. Pasal 23 ayat (1): 
“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah 
apabila wali nasab tidak atau tidak mungkin 
menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya 
atau gaib atau adhal atau enggan” 
 
Ayat (2): 
“Dalam hal wali ‘adhal atau enggan, maka wali hakim 
baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada 
putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”29 
                                                          
29 Pasal-pasal tersebut selain tercantum dalam buku Kompilasi Hukum 
Islam juga dikutip dalam beberapa literatur, baik sebagai kutipan dala isi buku 
maupun sebagai lampiran. Lihat, Amiur Nuruddin dan Azhari Ahmad Tarigan, 
Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari 
Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004), h. 72-73. Lihat 
pula, Alimuddin, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim 
Pengadilan Agama (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 147-148. 
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Deskripsi Hadis Wali Nikah Dalam Kitab Kumpulan Hadis 
Setelah dilakukan penelusuran pada sembilan kitab kumpulan 
hadis (kutub al-tis’ah), diperoleh gambaran bahwa terdapat 35 hadis 
yang berbicara tentang wali nikah, setelah dikeluarkan hadis yang 
sifatnya hanya atsar Sahabat. Jika diklasifikasi, semua hadis-hadis 
tersebut dapat dibagi menjadi empat pembicaraan pokok tentang wali 
nikah, yaitu:    
1. Eksistensi Wali Dalam Pernikahan 
a. Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah 
1.  ُدْبَع َاَنث ҧد َ˨  :َلَاق ٍْبيَرُك ُوب ҫǫ اََنث ҧد َ˨ ِنَع ،َةَِشˀَا̊ ْنَع ،َةَوْرُع ْنَع ، ِِّيرْه Ҩزلا ِنَع ،ٍجا ҧˤ َح ْنَع ،ِكَراَبُْملا ُنْˊ  ِ ҧ߹ا
 ُﷲ ҧﲆَص ِ ҧ߹ا ُلوُسَر َلَاق :َﻻَاق ،ٍساҧبَع ِنْˊ ا ِنَع ،َةَِمرْكِع ْنَعو ، َ ҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُﷲ ҧﲆَص ِِّﱯҧنلا  : َ ҧﲅَسَو ِهَْيَل̊» َﻻ
 َحَﲀِ̯ ٍِّﱄَوِب ҧﻻ Үا« 
30 
2.  ُوب ҫǫ َاَنث ҧد َ˨  :َلَاق ََةناَوَع ُوبҫǫ اََنث ҧد َ˨  :َلَاق ِبِراَو ҧشلا ِﰊҫǫ ِنْˊ  ِ߶َِْملا ِدْبَع ُنْˊ ُد ҧمَحُم اََنث ҧد َ˨ ِﰊҫǫ ْنَع ، Ҩِﱐاَدْمَْهلا َقا َْﲮ Үا  ُﷲ ҧﲆَص ِ ҧ߹ا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق ،َﳻوُم ِﰊҫǫ ْنَع ،َةَدْرُˊ : َ ҧﲅَسَو ِهَْيَل̊» ٍِّﱄَوِب ҧﻻ Үا َحَﲀ
ِ̯  َﻻ«31 
b. Dalam Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal 
1.  ҧنلا ِنَع ،ٍساҧبَع ِنْˊ ا ِنَع ،َةَمِرْكِع ْنَع ،ِجا ҧˤ َحْلا ِنَع ، ҧ ِّﰶ ҧرلا ِﲏَْعي َناَمَْيلُس ُنْˊ  ُر ҧمَعُم اََنث ҧد َ˨ ِهَْيَل̊ ُﷲ ҧﲆَص ِِّﱯ
 َلَاق ، َ ҧﲅَسَو» : َُࠀ َﱃْوَم َﻻ ْنَم َﱃْوَم ُناَطْل Ҩسلاَو ، ٍِّﱄَوِب ﻻ Үا َحَﲀ
ِ̯  َﻻ«32 
2.  َق :َلَاق ِهيِب ҫǫ ْنَع ،َةَدُْرˊ ِﰊҫǫ ْنَع ،َقاَْﲮ Үا ِﰊҫǫ ْنَع ،َلي
ِئا َْﴎ Үا ْنَع ،ِن َْﲪ ҧرلا ُدْبَعَو ،ٌعيِكَو اََنث ҧد َ˨ 
ҧﲆَص ِ ҧ߹ا ُلوُسَر َلا
 ِهَْيَل̊ ُﷲ : َ ҧﲅَسَو» ٍِّﱄَوِب ҧﻻ Үا َحَﲀ
ِ̯  َﻻ«33  
3. اَه ُنْˊ  ُدِيَزَ̽و ،ِهيِب ҫǫ ْنَع ،َةَدُْرˊ ِﰊҫǫ ْنَع ،َقاَْﲮ Үا ِﰊҫǫ ِنْˊ  َُسُ̮وي ْنَع ،ٍد ҧمَحُم ُنْˊ  ُطاَب ْ̑سҫǫ اََنث ҧد َ˨ Էَ ََﱪ ْ˭ ҫǫ :َلَاق َنوُر  ҫǫ ْنَع ،َةَدُْرˊ ِﰊҫǫ ْنَع ،َقا َْﲮ Үا ِﰊҫǫ ْنَع ،ُلي
ِئا َْﴎ Үا : َ
ҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُﷲ ҧﲆَص ِ ҧ߹ا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق ِهيِب» ҧﻻ Үا َحَﲀ
ِ̯  َﻻ
 ٍِّﱄَوِب«34 
4.  ҧِﱯҧنلا ҧنҫǫ ،َﳻوُم ِﰊҫǫ ْنَع ، َةَدُْرˊ ِﰊҫǫ ْنَع ،ُُسُ̮وي َاَنث ҧد َ˨  :َلَاق ُدا ҧد َ˪ ْلا ِد ِ˨ اَْولا ُدْبَع اََنث ҧد َ˨  َҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُﷲ ҧﲆَص 
 :َلَاق» ٍِّﱄَوِب ҧﻻ Үا َحَﲀ
ِ̯  َﻻ«35 
                                                                                                                                        
Lihat juga, Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: 
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000, h. 13, 18, 20-22.   
30Abu Abdulla>h Muhammad bin Yazi>d al-Qazwi>niy, Sunan Ibnu Ma>jah, 
Juz. 1 (Kairo: Da>r Ihya>’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.th), h. 605. (Hadis No. 1880 “Ba>b 
La> Nika>ha Illa> biwaliyy”) 
31Abu Abdulla>h Muhammad bin Yazi>d al-Qazwi>niy, Sunan Ibnu Ma>jah, 
Juz. 1, h. 605. (Hadis No. 1881 “Ba>b La> Nika>ha Illa> biwaliyy”) 
32 Abu Abdulla>h Ahmad bin Hanbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>niy, 
Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz. 4 (Cet. I; Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 2001), h. 
121. (Hadis No. 2260. “Bab Musnad Abdulla>h bin al-Abba>s bin Abdul Mutthalib”.) 
33 Abu Abdulla>h Ahmad bin Hanbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>niy, 
Musnad Ahmad bin Hanbal, h. 280. (Hadis No. 19518. Bab Hadi>s Abi> Mu>sa> al-
Asy’ariy”). 
34 Abu Abdulla>h Ahmad bin Hanbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>niy, 
Musnad Ahmad bin Hanbal, h. 482. (Hadis No. 19710. “Ba>b Hadi>s Abi> Mu>sa> al-
Asy’ariy”). 
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5.  َق ،َةَِشˀَا̊ ْنَع ،َةَوْرُع ْنَع ، ِِّيرْه Ҩزلا ِنَع ،ٌجا ҧˤ َح اََنث ҧد َ˨  ، ٍ ِ߱ ا َ˭  ُوبҫǫ َناҧَ̀ح ُنْˊ  ُناَمَْيلُس اََنث ҧد َ˨ ُلوُسَر َلَاق :َْتلا
 : َ ҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُﷲ ҧﲆَص ِ ҧ߹ا» ٍِّﱄَوِب ҧﻻ Үا َحَﲀ
ِ̯  َﻻ َُࠀ ҧِﱄَو َﻻ ْنَم ، Ҩِﱄَو ُناَطْل Ҩسلاَو ،«
36
 
c. Dalam Kitab Sunan al-Darimy 
1.  َلَاق ،ِهيِب ҫǫ ْنَع ،َةَدُْرˊ ِﰊҫǫ ْنَع ،َقاَْﲮ Үا ِﰊҫǫ ْنَع ،ُلي
ِئا َْﴎ Үا اََنث ҧد َ˨  ،َليِعا َْﲰ Үا ُنْˊ ُ ِߵ اَم Էَ ََﱪ ْ˭ ҫǫ 
ҧﲆَص ِ ҧ߹ا ُلوُسَر َلَاق :
 َسَو ِهَْيَل̊ ُﷲ : َ ҧﲅ» ٍِّﱄَوِب ҧﻻ Үا َحَﲀ
ِ̯  َﻻ«37 
2.  ҧنلا ِنَع ،َﳻوُم ِﰊҫǫ ْنَع ،َةَدُْرˊ ِﰊҫǫ ْنَع ،َقاَْﲮ Үا ِﰊҫǫ ْنَع ،ٌكيَِﴍ Էَҫˆَْبن ҫǫ ،ٍرْجُح ُنْˊ  Ҩَِﲇ̊ اََنث ҧد َ˨ ِهَْيَل̊ ُﷲ 
ҧﲆَص ِِّﱯ
 :َلَاق َ ҧﲅَسَو» ٍِّﱄَوِب ҧﻻ Үا َحَﲀ
ِ̯  َﻻ«38 
d. Dalam Kitab Sunan Abi Daud 
 ْنَع ،َليِئا َْﴎ Ү
اَو ،َُسُ̮وي ْنَع ،ُدا ҧد َ˪ ْلا َةَدْيَبُع ُوبҫǫ اََنث ҧد َ˨  ، ََﲔْ̊ ҫǫ ِنْˊ  َةَماَُدق ُنْˊ  ُد ҧمَحُم اََنث ҧد َ˨ ،َةَدُْرˊ ِﰊҫǫ ْنَع ،َقاَْﲮ Үا ِﰊҫǫ  :َلَاق َ ҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُﷲ ҧﲆَص ҧِﱯҧنلا ҧنҫǫ ،َﳻوُم ِﰊҫǫ ْنَع» ٍِّﱄَوِب ҧﻻ Үا َحَﲀ
ِ̯  َﻻ«39 
e. Dalam Kitab Muwattha’ Malik 
 :ِبا ҧطَخْلا ُنْˊ  ُر َُﲻ َلَاق :َلَاق ُهҧ ن ҫǫ ِبَِّ̿سُْملا ِنْˊ ِديِعَس ْنَع ،ُهََغَلب ُهҧ ن ҫǫ ٍ ِߵ اَم ْنَع َِﲏث ҧد َ˨» ْوҫǫ ،اَ ِّﳱ َِ̦و ِنْذ ҮԴِ 
ҧﻻ Үا ُةҫǫْرَْملا ُحَكُْنت َﻻ  ْنِم ِيҭǫ ҧرلا يِذ  ِناَْطل Ҩسلا ِو ҫǫ َاهِلْهҫǫ«
40 
f. Dalam Kitab Sunan al-Tirmidzy 
 ُةَبَْي˗ُق َاَنث ҧد َ˨ و (ح) َقاَْﲮ Үا ِﰊҫǫ ْنَع ،ِﷲ ِدْبَع ُنْˊ  ُكيَِﴍ Էَ ََﱪ ْ˭ ҫǫ :َلَاق ،ٍرْجُح ُنْˊ  Ҩَِﲇ̊ اََنث ҧد َ˨ ،ََةناَوَع ُوبҫǫ َاَنث ҧد َ˨  :َلَاق ،  َث ҧد َ˨ و (ح) َقاَْﲮ Үا ِﰊҫǫ ْنَع َقا َْﲮ Үا ِﰊҫǫ ْنَع ،َليِئا َْﴎ Үا ْنَع ، ٍّيِْدهَم ُنْˊ  ِنَْﲪ ҧرلا ُدْبَع اََنث ҧد َ˨  :َلَاق ،ٍرا ҧَشˉ ُنْˊ  ُد ҧمَحُم اَن َع ،َقاَْﲮ Үا ِﰊҫǫ ِنْˊ  َُسُ̮وي ْنَع ،ٍباَˍ ُح ُنْˊ  ُْديَز اََنث ҧد َ˨  :َلَاق ،ٍدԹَِز ِﰊҫǫ ُنْˊ  ِﷲ ُدْبَع َاَنث ҧد َ˨ و (ح) ِﰊҫǫ ْن ِﰊҫǫ ْنَع ،َقاَْﲮ Үا . ٍِّﱄَوِب ҧﻻ Үا َحَﲀ
ِ̯  َﻻ : َ ҧﲅَسَو ِهَْيلَ̊ ُ ҧ߹ا ҧﲆَص ِﷲ ُلوُسَر َلَاق :َلَاق َﳻوُم ِﰊҫǫ ْنَع ،َةَدْرُˊ
41 
 
2. Hadis Tentang Fungsi Wali 
a. Dalam Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal 
                                                                                                                                        
35 Abu Abdulla>h Ahmad bin Hanbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>niy, 
Musnad Ahmad bin Hanbal, h. 523. (Hadis No. 19746. “Ba>b Hadi>s Abi> Mu>sa> al-
Asy’ary”). 
36 Abu Abdulla>h Ahmad bin Hanbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>niy, 
Musnad Ahmad bin Hanbal, h. 287. (Hadis No. 26235. “Ba>b Musnad al-Shiddi>qah 
A<isyah binti al-Shiddi>q”). 
37Muhammad bin Abdurrahma>n bin al-Fadhl bin Bahram bin Abdusshamad 
al-Da>rimiy, Musnad al-Da>rimiy, (Da>r al-Fikr: Kairo: 1978), Juz 2, h. 137. (Hadis 
No. 2228 “Ba>b al-Nahyu an al-Nika>h Bigairi Waliyy”).  
38Muhammad bin Abdurrahma>n bin al-Fadhl bin Bahram bin Abdusshamad 
al-Da>rimiy, Musnad al-Da>rimiy, h. 138. (Hadis No. 2229)  
39Abu Da>wu>d Sulaima>n bin al-Asy’ats al-Sijista>niy, Sunan Abi> Da>wu>d, 
Juz. 2, h. 229. (Hadis No. 2085, “Ba>b fi> al-Waliyy”) 
40Ma>lik bin Anas bin Ma>lik al-Ashbahiy al-Madaniy, Muwattha’, Juz. 2, 
(Beiru>t: Da>r Ihya>’ al-Tura>ts al-Arabiy, 1985), h. 525. (Hadis No. 5 “Ba>b Isti’dza>n 
al-Bikr wa al-Tsayyib fi Anfusihima>“ 
41Muhammad bin Isa bin Saurah bin Mu>sa> al-Tirmidziy, al-Ja>mi’ al-Kabi>r 
Sunan al-Tirmi>dziy, Juz. 2 (Beiru>t: Da>r al-Garb al-Isla>miy, 1998), h. 409. (Hadis 
No. 1101 “Ba>b Ma> Ja>’a fi> al-Waliyyayn”) 
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1.  اََنث ҧد َ˨  ،ٍرَفْعَج ُنْˊ  ُد ҧمَحُم اََنث ҧد َ˨ ، َ ҧﲅَسَو ِهَْيلَ̊ ُﷲ ҧﲆَص ِِّﱯҧنلا ِنَع ،َةَر َُﲰ ْنَع ،ِنَسَحْلا ِنَع ،َةَدَا˗َق ْنَع ،ٌديِعَس
 َҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُﷲ ҧﲆَص ِﷲ َلوُسَر ҧنҫǫ ،َةَر َُﲰ ْوҫǫ َةَˍ ْقُع ْنَع َلاََقف ،ِعوُيُْبلا ِباَتِك ِﰲ ِهِ̀ف ҧكَشَو ҫǫَرْما اَمҨ ي ҫǫ " :َلَاق  ٍة
اَمُْﳯِم ِل ҧو ҫҢِْل َُوَهف ، َِْﲔل ُˡ َر ْنِم اًعَْيب َعԴَ ْنَمَو ،اَُمْﳯِم ِل ҧو ҫҢِْل َيَِ̖هف ،ِناҧيِلَو اََݨ ҧوَز "42 
2.  ِنْˊ َةَر َُﲰ ْنَع ،ِنَسَحْلا ِنَع ،َةَدَا˗َق ْنَع ،ٌداҧَﲪَو ،ِﷲ ِدْبَع ِﰊҫǫ ُنْˊ  ُماَشِه َاَنث ҧد َ˨  ،ٌحْوَر اََنث ҧد َ˨  ُْ̲ج ҧَِﱯن ҧنҫǫ ،ٍبُد
 Ҩ يҫǫَو ،اَمُْﳯِم ِل ҧو ҫҢِْل َيَِ̖هف ،ِناҧيِلَو اََݨ ҧوَز ٍةҫǫَرْما اَمҨ ي ҫǫ " :َلَاق َ ҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُﷲ ҧﲆَص ِﷲ ، َِْﲔل ُˡ َر ْنِم اًعَْيب َعԴَ ٍل ُˡ َر اَم
اَمُْﳯِم ِل ҧو ҫҢِْل َوَُهف "43 
  
b. Dalam Kitab Sunan al-Darimy 
 َُﲰ ْوҫǫ ،ٍرِمَا̊ ِنْˊ  َةَˍ ْقُع ْنَع ،ِنَسَحْلا ْنَع ،َةَداَ˗َق ْنَع ،ٌديِعَس Էَҫˆَْبن ҫǫ ،َنوُراَه ُنْˊ  ُدِيَز̽ Էَ ََﱪ ْ˭ ҫǫ َلوُسَر ҧنҫǫ ٍبُدُْ̲ج ِنْˊ  َةَر
 :َلَاق َ ҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُﷲ ҧﲆَص ِ ҧ߹ا» َف ،اََهل ِناҧيِلَو اََݨ ҧوَز ٍةҫǫَرْما اَمҨ ي ҫǫ َُوَهف ، َِْﲔل ُˡ َر ْنِم اًعَْيب َعԴَ ٍل ُˡ َر اَمҨ ي ҫǫَو ،اَمُْﳯِم ِل ҧو ҫҢِْل َيِ̖ه
اَمُْﳯِم ِل ҧو ҫҢِْل«44 
c. Dalam Kitab Sunan Abi Daud 
 ح ،ٌماҧَﳘ Էَ ََﱪ ْ˭ ҫǫ ،ٍﲑِثَك ُنْˊ  ُد ҧمَحُم اََنث ҧد َ˨ و ح ،ٌماَشِه اََنث ҧد َ˨  ،َﲓِهاَْرˊ Үا ُنْˊ ُِﲅْسُم اََنث ҧد َ˨ ،َليِعا َْﲰ Үا ُنْˊ َﳻوُم اََنث ҧد َ˨ و َҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُﷲ ҧﲆَص ِِّﱯҧنلا ِنَع ،َةَر َُﲰ ْنَع ،ِنَسَحْلا ِنَع ،َةَدَا˗َق ْنَع ،َﲎْعَْملا ٌداҧَﲪ اََنث ҧد َ˨ :َلَاق » اََݨ ҧوَز ٍةҫǫَرْما اَمҨ ي ҫǫ
 َر اَمҨ ي ҫǫَو ،اَُمْﳯِم ِل ҧو ҫҢِْل َيَِ̖هف ِناҧيِلَواَمُْﳯِم ِل ҧو ҫҢِْل َُوَهف َِْﲔل ُˡ َر ْنِم اًعَْيب َعԴَ ٍل ُˡ«45  
d. Dalam Kitab Sunan al-Tirmidziy 
 ََسﳊا ِنَع ،َةَدَا˗َق ْنَع ،ََةبوُرَع ِﰊҫǫ ُنْˊ  ُديِعَس اََنث ҧد َ˨  :َلَاق ،ٌرَدُْنغ َاَنث ҧد َ˨  :َلَاق ،ُةَبَْي˗ُق اََنث ҧد َ˨ ٍبَدْ̲ ُج ِنْˊ  َةَر َُﲰ ْنَع ،ِن ،
 ُْﳯِم ِل ҧو ҫҢِل َيَِ̖هف ِناҧيِلَو اََݨ ҧوَز ٍةҫǫَرْما اَمҨ ي ҫǫ :َلَاق َ ҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُ ҧ߹ا ҧﲆَص ِﷲ َلوُسَر ҧنҫǫ َُوَهف َِْﲔل ُˡ َر ْنِم اًعَْيب َعԴَ ْنَمَو ،اَم
اَمُْﳯِم ِل ҧو ҫҢِل.46  
e. Dalam Kitab Sunan al-Nasa’iy 
 ُنْˊ  ُةَبَْي˗ُق Էَ ََﱪ ْ˭ ҫǫ  ҧﲆَص ِ ҧ߹ا َلوُسَر ҧنҫǫ ،َةَر َُﲰ ْنَع ،ِنَسَْحلا ْنَع ،َةَدَا˗َق ْنَع ،َةَبْعُش ْنَع ،ٌرَدُْنغ اََنث ҧد َ˨  :َلَاق ،ٍديِعَس ُﷲ 
 :َلَاق َ ҧﲅَسَو ِهَْيلَ̊» ِم اًعَْيب َعԴَ ،ْنَمَو اَُمْﳯِم ِل ҧو ҫҢِْل َيَِ̖هف ِناҧيِلَو اََݨ ҧوَز ٍةҫǫَرْما اَمҨ ي ҫǫاَمُْﳯِم ِل ҧو ҫҢِْل َُوَهف َِْﲔل ُˡ َر ْن«47 
 
3. Hadis Tentang Batalnya Pernikahan Tanpa Wali 
                                                          
42 Abu Abdulla>h Ahmad bin Hanbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>niy, 
Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz. 33, h. 276. (Hadis No. 20085. Ba>b Min Hadi>s 
Samurah bin Jundub). 
43 Abu Abdulla>h Ahmad bin Hanbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>niy, 
Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz. 33, h. 367. (Hadis No. 20208. Ba>b Min Hadi>s 
Samurah bin Jundub). 
44Abu Muhammad Abdulla>h bin Abdu al-Shamad al-Da>rimiy, Sunan al-
Da>rimiy, Juz. 3 (Cet. I; Saudi Arabia: Da>r al-Mugniy li al-Nasyr wa al-Tauzi>’, 
2000), h. 1401. Hadis No. 2239 Ba>b al-Mar’ah Yuzawwijuha> Waliyya>n. 
45Abu Da>wu>d Sulaima>n bin al-Asy’ats al-Sijista>niy, Sunan Abi> Da>wu>d, h. 
230. (Hadis No. 2088, “Ba>b Idza> Ankaha al-Waliyya>n”). 
46Muhammad bin I<sa> bin Saurah bin Mu>sa> al-Tirmidziy, al-Ja>mi’ al-Kabi>r 
Sunan al-Tirmidziy, Juz. 2, h. 409. (Hadis No. 1110 “Ba>b Ma> Ja>’a fi> al-
Waliyyayn”) 
47Abu Abdurrahma>n bin Ali al-Khurasa>niy al-Nasa>’iy, Sunan al-Nasa>’iy, 
Juz. 7 (Cet. II; Halab: Maktab al-Mathbu>’a>t al-Isla>miyyah, 1986), h. 314. (Hadis 
No. 4682 “Ba>b Arrajulu Yabi>’u al-Sil’ah Fayastahiqquha>”)  
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َ : " اҮ َذا  ُِ̯كَحِت الَْمْرǫҫُة ِبغَْﲑِ ǫҫْمِر َمْوَﻻَها، فَ َِ̲ﲀُݩ َ َ̊اˀَِشَة َة، َعْن َ˨ دҧ ثَنَا اҮ ْﲰَاِعيُل،  َ˨ دҧ ثَنَا ا ْˊُن ُجَريٍْج قَاَل: ǫҫ ْ˭ َﱪَ ِﱐ ُسلَْيَماُن  ْˊُن ُموَﳻ، َعِن الزҨ ْهرِّيِ ، َعْن ُعْرو َ .1
ا Դَِطٌل، فََ̲ﲀُݩَا قَالَْت: قاَل َرسوُل ِﷲ َصﲆҧ ُﷲ َ̊لَْيِه َوَسﲅҧ
َصاَب ِمْﳯَا، فَاҮ 
َﲀُݩَا Դَِطٌل، فَاҮْن ǫҫَصاَﲠَا، فَلَهَا َمهُْرَها ِبَما ǫҫ
ْن اشْ̑ َتَجُروا فَالسҨ لَْطاُن َوِﱄҨ َمْن َﻻ َوِﱄҧ َࠀُ Դَِطٌل، فَ ِ̲
 84"
بَْﲑِ ، َعْن َ̊اˀَِشَة َ˨ دҧ ثَنَا َحَسٌن،  َ˨ دҧ ثَنَا ا ْˊُن لَِهيَعَة،  َ˨ دҧ ثَنَا َجْعَفُر  ْˊُن َرِبيَعَة، َعِن ا ْˊِن ِشهَاٍب، َعْن ُعْرَوَة  ْˊِن الزҨ  .2
َﲀُݩَ ا Դَِطٌل، فَاҮ ْن ǫҫَصاَﲠَا »َ̊لَْيِه َوَسﲅҧ َ :  قَالَْت: قَاَل َرُسوُل ا߹ҧ ِ َصﲆҧ ﷲ ُ
Ү ْن اشْ̑ َتَجُروا، فَالسҨ لَْطاُن َوِﱄҨ َمْن َﻻ َوِﱄҧ َࠀ ُǫҫ ي Ҩَما اْمَرǫҫٍة ََ̯كَحْت ِبَغْﲑِ اҮ ْذِن َوِ̦ ّﳱِ َا، فَِ̲
 94«فَلَهَا َمهُْرَها ِبَما ǫҫَصاَب ِمْن فَْرِݨَا، َوا
ُعْرَوَة زҧ اِق، قَاَل: ǫҫ ْ˭ َﱪَ Էَ ا ْˊُن ُجَريٍْج، قَاَل: ǫҫ ْ˭ َﱪَ ِﱐ ُسلَْيَماُن  ْˊُن ُموَﳻ، ǫҫنҧ ا ْˊَن ِشهَاٍب ǫҫ ْ˭ َﱪَ ُﻩ، ǫҫنҧ َ˨ دҧ ثَنَا َعْبُد الرҧ  .3
َتَجُروا، فَاҮنҧ السҨ لَْطاَن َوِﱄҨ َمْن َﻻ َوِﱄҧ َࠀُ " - ثََﻼԶً  -Դَِطٌل  َحْت ِبَغْﲑِ اҮ ْذِن َمَوا ِ̦ﳱَا ، فََِ̲ﲀُݩَا ǫҫ ْ˭ َﱪَ ُﻩ، ǫҫنҧ َ̊اˀَِشَة ǫҫ ْ˭ َﱪَ تُْه، ǫҫنҧ النҧِﱯҧ َصﲆҧ ُﷲ َ̊لَْيِه َوَسﲅҧ َ قَاَل: " ǫҫ ي Ҩَما اْمَرǫҫٍة ُ̯ك ِ
َصاَب ِمْﳯَا، فَاҮ ْن اشْ̑
 05َولَهَا َمهُْرَها ِبَما ǫҫ
 yizdimriT-la nanuS batiK malaD .b
دҧ ثَنَا ُسْف َ̀اُن  ْˊُن ُعَيََْ̲̿ة، َعِن ا ْˊِن ُجَريٍْج، َعْن ُسلَْيَماَن  ْˊِن ُموَﳻ، َعِن الزҨ ْهرِّيِ ، َعْن ُعْرَوَة، َ˨ دҧ ثَنَا ا ْˊُن ǫҫِﰊ ُﲻَ َر، قَاَل:   َ˨
َ قَاَل: ǫҫ ي Ҩَما اْمَرǫҫٍة ََ̯كَحْت ِبَغْﲑِ اҮ ْذِن و َِ̦
َﲀُݩَا Դَِطٌل، فَ َِ̲ﲀُݩَا ّﳱِ َا ف ََِ̲عْن َ̊اˀَِشَة، ǫҫنҧ َرُسوَل ِﷲ َصﲆҧ ا߹ҧ ُ َ̊لَْيِه َوَسﲅҧ
َﲀُݩَا Դَِطٌل، فَاҮْن َد َ˭ َل ِﲠَا فَلَهَا الَْمهُْر ِبَما اسْ̑ َت َ˪ لҧ ِمْن فَْرِݨَ ا، فَاҮ ْن اشْ̑ َتَجُروا فَال 
سҨ لَْطاُن َوِﱄҨ َمْن َﻻ َوِﱄҧ Դَِطٌل، فَ ِ̲
  15.َࠀ ُ
 duaD ibA nanuS batiK malaD .c
ٍﲑ، ǫҫ ْ˭ َﱪَ Էَ ُسْفَ̀اُن، ǫҫ ْ˭ َﱪَ Էَ ا ْˊُن ُجَريٍْج، َعْن ُسلَْيَماَن  ْˊِن ُموَﳻ، َعِن الزҨ ْهرِّيِ ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َ˨ دҧ ثَنَا ُمَحمҧ ُد  ْˊُن َكث ِ
َﲀُݩَ ا Դَِطل ٌǫҫ ي Ҩَما اْمَرǫҫٍة ََ̯كَحْت ِبَغْﲑِ اҮ ْذِن َمَوا ِ̦ﳱَ »َ̊اˀَِشَة، قَالَْت: قَاَل َرُسوُل ا߹ҧ ِ َصﲆҧ ُﷲ َ̊لَْيِه َوَسﲅҧ َ : 
، ثََﻼَث «ا، فَ ِ̲
َصاَب ِمْﳯَا، فَاҮ ْن ˓ََشاَجُروا فَالسҨ لَْطاُن َوِﱄҨ َمْن َﻻ َوِﱄҧ َࠀ ُ»َمرҧ اٍت 
.«فَاҮ ْن َد َ˭ َل ِﲠَا فَالَْمهُْر لَهَا ِبَما ǫҫ
 25
 hajaM unbI nanuS batiK malaD .d
َ˨ دҧ ثَنَا ُمَعاٌذ قَاَل:  َ˨ دҧ ثَنَا ا ْˊُن ُجَريٍْج، َعْن ُسلَْيَماَن  ْˊِن ُموَﳻ، َعِن الزҨ ْهرِّيِ ، َعْن َ˨ دҧ ثَنَا ǫҫ بُو ˊَْكِر  ْˊُن ǫҫِﰊ َشْ̿ َˍَة قَاَل: 
Դَِطٌل،  اǫҫ ي Ҩَما اْمَرǫҫٍة لَْم يُْنِكْحهَا الَْوِﱄҨ ، فَ َِ̲ﲀُݩ َ»ُعْرَوَة، َعْن َ̊اˀَِشَة، قَالَْت: قَاَل َرُسوُل ا߹ҧ ِ َصﲆҧ ُﷲ َ̊لَْيِه َوَسﲅҧ َ : 
                                                          
 ,yin>abiayS-la dasA nib l>aliH nib labnaH nib damhA h>alludbA ubA 84
-la dansuM b>aB“ ,50242 .oN sidaH( .342 .h ,04 .zuJ ,labnaH nib damhA dansuM
 .)”q>iddihS-la itnib haysi<A‘ haq>iddihS
 ,yin>abiayS-la dasA nib l>aliH nib labnaH nib damhA h>alludbA ubA 94
-la dansuM b>aB“ ,27342 .oN sidaH( .534 .h ,04 .zuJ ,labnaH nib damhA dansuM
 .)”q>iddihS-la itnib haysi<A‘ haq>iddihS
 ,yin>abiayS-la dasA nib l>aliH nib labnaH nib damhA h>alludbA ubA 05
-la dansuM b>aB“ ,62352 .oN sidaH( .002.h ,24 .zuJ ,labnaH nib damhA dansuM
 .)”q>iddihS-la itnib haysi<A‘ haq>iddihS
 r>ibaK-la ’im>aJ-la ,yizdimriT-la >as>uM nib haruaS nib as>I nib dammahuM15
 >allI ah>akiN >aL a’>aJ >aM b>aB“ 2011 .oN sidaH( .893 .h ,2 .zuJ ,yizdimriT-la nanuS
 )”yyilawiB
 ,d>uw>aD >ibA nanuS ,yin>atsijiS-la sta’ysA-la nib n>amialuS d>uw>aD ubA25
 .)”yyilaW-la >if b>aB“ ,3802 .oN sidaH( .922 .h ,2 .zuJ
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 َف ،اوُرَجَت ْ̑شا ِن Үَاف ،اَْﳯِم َباَص
ҫǫ اَمِب اَهُْرهَم َاَهَلف ،َاَﲠاَصҫǫ ْن Үَاف ،ٌلِطԴَ اَُݩَﲀ
ِ̲ َف ،ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀِ̲ َف ҧِﱄَو َﻻ ْنَم Ҩِﱄَو ُناَْطل Ҩسلا
 َُࠀ«53 
 
e. Dalam Kitab Sunan al-Darimy 
 ٍْجيَرُج ِنْˊ ا ْنَع ،ٍِﰡَا̊ ُوب ҫǫ اََنث ҧد َ˨ ҧﲆَص ِِّﱯҧنلا ِنَع ،َةَِشˀَا̊ ْنَع ،َةَوْرُع ْنَع ، ِِّيرْه Ҩزلا ْنَع ،َﳻوُم ِنْˊ  َناَمَْيلُس ْنَع ،
 اَُݩَﲀِ̲ َف ،ٌلِطԴَ اَُݩَﲀِ̲ َف ،َا ِّﳱ َِ̦و ِنْذ Үا ِْﲑَغِب ْتَحُِك̯ ٍةҫǫَرْما اَمҨ ي ҫǫ " :َلَاق َ
ҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُﷲ َԴ اَُݩَﲀِ̲ َف ،ٌلِطԴَ ِنҮَاف ،ٌلِط  َِݨَْرف ْنِم ҧل َ˪ َت ْ̑سا اَمِب ُْرهَْملا َاَهَلف اََﲠاَصҫǫ ْن Үَاف ، َُࠀ ҧِﱄَو َﻻ ْنَم Ҩِﱄَو ،ُناَْطل Ҩسلَاف اوُرَجَت
ْ̑شاا"54 
 
4. Hadis tentang Batas Kewenangan Wali dalam Pernikahan 
a. Dalam Kitab Shahih Muslim 
1.  ُنْˊ  ُةَبَْي˗ُق اََنث ҧد َ˨ ُْﳜ ، ٍْﲑَˍ ُج َنْˊ  َعِفԷَ َع َِﲰ ،ِلْضَْفلا ِنْˊ  ِﷲ ِدْبَع ْنَع ،ٍدْعَس ِنْˊ  ِدԹَِز ْنَع ،ُناَْ̀فُس اََنث ҧد َ˨  ،ٍديِعَس ُِﱪ
 :َلَاق َ ҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُﷲ ҧﲆَص ҧِﱯҧنلا ҧنҫǫ ،ٍساҧبَع ِنْˊ ا ِنَع» ،اَ ِّﳱ َِ̦و ْنِم اَهِسَْفنِب Ҩقَحҫǫ ُبِّ ҧ̿ ثلا َاُﳖْذ Ү
اَو ،ُرَمҭˆَت ُْ̑س˓ ُرْكِْبلاَو
َاُﲥوُكُس«55 
2. ،َﲕ َْﳛ ُنْˊ  َﲕ َْﳛ َاَنث ҧد َ˨ و ح ، ٌ ِߵ اَم َاَنث ҧد َ˨  :َﻻَاق ،ٍديِعَس ُنْˊ  ُةَبَْي˗ُقَو ،ٍروُصَْ̲م ُنْˊ  ُديِعَس اََنث ҧد َ˨  :َلَاق ، َُࠀ ُظْفҧل̥اَو
 ِلْضَْفلا ُنْˊ ِﷲ ُدْبَع ََكث ҧد َ˨  : ٍ ِߵ اَمِل ُْتلُق ِهَْيلَ̊ ُﷲ ҧﲆَص ҧِﱯҧنلا ҧنҫǫ ،ٍساҧبَع ِنْˊ ا ِنَع ، ٍْﲑَˍ ُج ِنْˊ  ِعِفԷَ ْنَع ،  َ ҧﲅَسَو
 :َلَاق»َاُﲥا َُﲳ اَُﳖْذ
Ү
اَو ،َاهِسَْفن ِﰲ ُنَذҭˆَت ُْ̑س˓ ُرْكِْبلاَو ،َا ِّﳱ َِ̦و ْنِم َاهِسَْفنِب Ҩقَحҫǫ ُ ِّﱘҫҡْا«.ْمََعن :َلاَق ؟56  
3.  ُنْˊ ا اََنث ҧد َ˨ و :َلَاقَو ،ِداَن ْ̑سҮْﻻا اَذَِﲠ ،ُناَْ̀فُس اََنث ҧد َ˨  ،َر
َُﲻ ِﰊҫǫ» اَُﳖِذҭˆَت َْ̑س̼ ُرْكِْبلاَو ،َا ِّﳱ َِ̦و ْنِم َاهِسَْفنِب Ҩقَحҫǫ ُبِّ ҧ̿ ثلا
َاُﲥا َُﲳ َاُﳖْذ
Ү
اَو ،اَهِسَْفن ِﰲ اَهُوبҫǫ«57 
 
b. Dalam Kitab Sunan al-Tirmizy 
 ٍديِعَس ُنْˊ  ُةَبَْي˗ُق اََنث ҧد َ˨  ِنْˊ ا ْنَع ،ٍمِعْطُم ِنْˊ  ِْﲑَˍ ُج ِنْˊ  ِعِفԷَ ْنَع ،ِلْضَفلا ِنْˊ  ِ ҧ߹ا ِدْبَع ْنَع ،ٍَس̮ҫǫ ُنْˊ  ُ ِߵ اَم اََنث ҧد َ˨  :َلَاق 
 :َلَاق َ ҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُ ҧ߹ا ҧﲆَص ِ ҧ߹ا َلوُسَر ҧنҫǫ ،ٍساҧبَع» ِبلاَو ،َا ِّﳱ َِ̦و ْنِم اَهِسَْفنِب Ҩقَحҫǫ ُ ِّﱘҫҡا اَُﳖْذ Ү
اَو ،اَهِسَْفن ِﰲ ُنَذҭˆَت ُْ̑س˓ ُرْك
اَُﲥا َُﲳ«58 
c. Dalam Kitab Musnad al-Darimy 
                                                          
53Abu Abdulla>h Muhammad bin Yazi>d al-Qazwi>niy, Sunan Ibnu Ma>jah, h. 
605. (Hadis No. 1879 “Ba>b La> Nika>ha Illa> Biwaliyy”) 
54 Abu Muhammad Abdulla>h bin Abdusshamad al-Da>rimiy, Sunan al-
Da>rimiy, Juz. 3, h. 137. (Hadis No. 2230 “Ba>b al-Nahyu ‘an al-Nika>h bi Gairi 
Waliyy”) 
55Muslim bin al-Hajja>j Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisa>bu>riy, Shahi>h 
Muslim, Juz. 2 (Beiru>t: Da>r Ihya>’ al-Tura>ts al-‘Araby, t.th.), h. 1037. (Hadis No. 
1421-67 “Ba>b Isti’dza>n al-Tsayyib fi> al-Nika>h”.) 
56Muslim bin al-Hajja>j Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisa>bu>riy, Shahi>h 
Muslim, Juz. 2, h. 1036. (Hadis No. 1421-66). 
57Muslim bin al-Hajja>j Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisa>bu>riy, Shahi>h 
Muslim, Juz. 2, h. 1038. (Hadis No. 1421-68) 
58Muhammad bin I<sa> bin Saurah bin Mu>sa> al-Tirmidziy, al-Ja>mi’ al-Kabi>r 
Sunan al-Tirmidziy, Juz. 2, h. 398. (Hadis No. 1108 “Ba>b Ma> Ja>’a La> Nika>ha Illa> 
Biwaliyy”) 
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 ْطُم ِنْˊ  ِْﲑَˍ ُج ِنْˊ  ِعِفԷَ ْنَع ،ِلْضَْفلا ِنْˊ  ِ ҧ߹ا ِدْبَع ْنَع ، ٌ ِߵ اَم َاَنث ҧد َ˨  ، ٍ َ߲ ْ˯ َم ُنْˊ  ُ ِ߱ ا َ˭  اََنث ҧد َ˨ :َلَاق ،ٍساҧبَع ِنْˊ ا ْنَع ،ٍمِع
 َلَاق : َ ҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُﷲ ҧﲆَص ِ ҧ߹ا ُلوُسَر»َاُﲥا َُﲳ اَُﳖْذ
Ү
اَو ،َاهِسَْفن ِﰲ ُنَذҭˆَت ُْ̑س˓ ُرْكِْبلاَو ،َا ِّﳱ َِ̦و  ْنِم َاهِسْفَنِب Ҩقَحҫǫ ُ ِّﱘҫҡْا«59 
d. Dalam Kitab Sunan al-Nasa’iy 
1.  ِدْبَع ْنَع ، ٌ ِߵ اَم اََنث ҧد َ˨  :َلَاق ،ُةَبَْي˗ُق Էَ ََﱪ ْ˭ ҫǫ ҧنҫǫ ،ٍساҧبَع ِنْˊ ا ْنَع ،ٍمِعْطُم ِنْˊ  ِْﲑَˍ ُج ِنْˊ  ِعِفԷَ ْنَع ،ِلْضَْفلا ِنْˊ  ِ ҧ߹ا
 :َلَاق َ ҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُﷲ ҧﲆَص ِ ҧ߹ا َلوُسَر» َاُﳖْذ
Ү
اَو ،َاهِسَْفن ِﰲ ُنَذҭˆَت ُْ̑س˓ ُرْكِْبلاَو ،َا ِّﳱ َِ̦و ْنِم َاهِسَْفنِب Ҩقَحҫǫ ُ ِّﱘҫҡْا
 َُﲥا َُﲳا«60 
2.  ٍَس̮ҫǫ ِنْˊ  ِ ِߵ اَم ْنَع ،ُةَبْعُش اََنث ҧد َ˨  :َلَاق ،َدُواَد ُوبҫǫ اََنث ҧد َ˨  :َلَاق ،َنَﻼَْيغ ُنْˊ  ُدوُمْحَم Էَ ََﱪ ْ˭ ҫǫ -  َدَْعب ُْهِ̲م ُهُتْع َِﲰ :َلَاق
 ٌةَقْل َ˨  ٍذِ˄ َمَْوي َُࠀَو ،ٍةَن َ̑سِˉ  ٍعِفԷَ ِتْوَم - ُنْˊ  ِ ҧ߹ا ُدْبَع ِﱐ ََﱪ ْ˭ ҫǫ :َلَاق ،  ِنْˊ ا ْنَع ، ٍْﲑَˍ ُج ِْنˊ ِعِفԷَ ْنَع ،ِلْضَْفلا  ،ٍساҧبَع
 :َلَاق َ ҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُﷲ ҧﲆَص ҧِﱯҧنلا ҧنҫǫ»اَُﲥا َُﲳ َاُﳖْذ Ү
اَو ،ُرَمҭˆَت ُْ̑س˓ َُةﳰِ˖ َْيلاَو ،َا ِّﳱ َِ̦و ْنِم َاهِسَْفنِب Ҩقَحҫǫ ُ ِّﱘҫҡْا«61 
e. Dalam Kitab Muwattha’ Malik 
 َع ِنْˊ  ِ ҧ߹ا ِدْبَع ْنَع ،ٍمِعْطُم ِنْˊ  ِْﲑَˍ ُج ِنْˊ  ِعِفԷَ ْنَع ،ِلْضَْفلا ِنْˊ  ِ ҧ߹ا ِدْبَع ْنَع ، ٌ ِߵ اَم َِﲏث ҧد َ˨ ҧﲆَص ِ ҧ߹ا َلوُسَر ҧنҫǫ ٍساҧب
 :َلَاق َ ҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُﷲ» ُ˓ ُرْكِْبلاَو ،َا ِّﳱ َِ̦و ْنِم َاهِسَْفنِب Ҩقَحҫǫ ُ ِّﱘҫҡْاَاُﲥا َُﲳ َاُﳖْذ
Ү
اَو  َاهِسَْفن ِﰲ ُنَذҭˆَت ْ̑س«62 
 
 
f. Dalam Kitab Sunan Abi Daud 
1.  ْ̑س ҮԴِ ،ِلْضَْفلا ِنْˊ 
ِ ҧ߹ا ِدْبَع ْنَع ،ٍدْعَس ِنْˊ  ِدԹَِز ْنَع ،ُناَْ̀فُس اََنث ҧد َ˨  ،ٍلَْبَ̲ح ُنْˊ  ُدَْﲪҫǫ اََنث ҧد َ˨ :َلَاق ،ُﻩاَنْعَمَو ِﻩِداَن
» َنِب Ҩقَحҫǫ ُبِّ ҧ̿ ثلااَهُوبҫǫ اَهُرِمҭˆَت َْ̑س̼ ُرْكِْبلاَو ،َا ِّﳱ َِ̦و ْنِم اَهِسْف«63 
2.  ْلا ِنْˊ  ِ ҧ߹ا ِدْبَع ْنَع ، ٌ ِߵ اَم Էَ ََﱪ ْ˭ ҫǫ :َﻻَاق ،َةََملْسَم ُنْˊ  ِ ҧ߹ا ُدْبَعَو ،َُسُ̮وي ُنْˊ  ُدَْﲪҫǫ اََنث ҧد َ˨ ، ٍْﲑَˍ ُج ِنْˊ  ِعِفԷَ ْنَع ،ِلْضَف
 :َلَاق ،ٍساҧبَع ِنْˊ ا ِنَع : َ ҧﲅَسَو ِهَْيَل̊ ُﷲ ҧﲆَص ِ ҧ߹ا ُلوُسَر َلَاق» ِﰲ ُنَذҭˆَت ُْ̑س˓ ُرْكِْبلاَو َا ِّﳱ َِ̦و ْنِم اَهِسَْفنِب Ҩقَحҫǫ ُ ِّﱘҫҡْا
اَُﲥا َُﲳ َاُﳖْذ
Ү
اَو ،اَهِسَْفن.«64 
 
Layaknya sebagai suatu hasil periwayatan/penerimaan 
informasi dari masa klasik, tentu dibutuhkan langkah penelusuran 
mengenai asal usul dan kualitas para perawinya supaya dapat 
terjamin kualitas dan sisi validitasnya untuk dapat diterima sebagai 
petunjuk hukum. Upaya yang bisa dilakukan salah satunya adalah 
melakukan studi kritik hadis, baik dari segi sanad maupun matannya.  
                                                          
59Abu Muhammad Abdulla>h bin Abdu al-Shamad al-Da>rimiy, Sunan al-
Da>rimiy, Juz. 3, h. 138. (Hadis No. 2234 “Ba>b Isti’ma>r al-Bikr wa al-Tsayyib”). 
60Abu Abdurrahma>n bin Ali al-Khurasa>niy al-Nasa>’iy, Sunan al-Nasa>’iy, 
Juz. 6, h. 84. (Hadis No. 3260 “Bab Isti’dza>n al-Bikr fi Nafsiha>”). 
61Abu Abdurrahma>n bin Ali al-Khurasa>niy al-Nasa>’iy, Sunan al-Nasa>’iy, 
Juz. 6, h. 84. (Hadis No. 3261 “Ba>b Isti’dza>n al-Bikr fi> Nafsiha>”). 
62Ma>lik bin Anas bin Ma>lik al-Ashbahiy al-Madaniy, Muwattha’, h. 524. 
(Hadis No. 4 “Ba>b Isti’dza>n al-Bikr wa al-Tsayyib fi> Anfusihima>“ 
63Abu D>a>wu>d Sulaima>n bin al-Asy’ats al-Sijista>niy, Sunan Abi> Da>wu>d, 
Juz. 2, h. 229. (Hadis No. 2099, “Ba>b fi> al-Waliyy”) 
64Abu Da>wu>d Sulaima>n bin al-Asy’ats al-Sijista>niy, Sunan Abi> Da>wu>d, 
Juz. 2, h. 232. (Hadis No. 2098, “Ba>b fi> al-Tsayyib”) 
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Sebagai sampel, akan ditelusuri riwayat hadis yang diperoleh 
dari Ibnu Majah sebagaimana yang terdapat dalam kitab Sunan-nya. 
Matan hadis tersebut adalah: 
» ا َُݩَﲀَِ̲ف ، Ҩِﱄَْولا اَهْحِكُْني َْمل ٍة ҫǫَرْما اَمҨ ي ҫǫ اَمِب اَهُْرهَم َاَهَلف ،اََﲠاَصҫǫ ْن Үَاف ،ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀ
َِ̲ف ،ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀِ̲ َف ،ٌلِطԴَ
 َُࠀ ҧِﱄَو َﻻ ْنَم Ҩِﱄَو ُناَْطل Ҩسلَاف ،اوُرَجَت ْ̑شا ِن Үَاف ،اَْﳯِم َباَص
ҫǫ«  
Sedangkan rangkaian sanadnya terdiri atas: Abu Bakar bin Abi 
Syaibah, Mu’adz, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa, al-Zuhriy, Urwah, 
dan ‘Aisyah. 
1. Kritik Hadis Dari Sisi Sanad 
Berikut penelusuran rijal/rawi yang menjadi sanad hadis di 
atas disertai komentar para ulama hadis terkait kredibiltas dan 
kualitas mereka dalam meriwayatkan suatu hadis. 
a. Abu Bakar bin Abi Syaibah: 
Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin 
Utsman al-Absy al-Kufy al-Hafidzh Abu Bakar bin Abi 
Syaibah. Wafat tahun 235 H. di Kufah. Menurut al-‘Ujaily, 
Abu Hatim, dan Ibnu Kharrasy dia orang yang tsiqah 
(terpercaya). Sementara Imam Ahmad bin Hanbal 
mengatakan dia adalah Shaduq (Jujur).65 
 
b. Mu’adz 
Nama lengkapnya adalah Mu’adz bin Mu’ad bin Nashr al-
Timy al-Anbary Abu al-Mutsanna al-Bashry. Beliau pernah 
menjabat sebagai Qadhi/Hakim di Basrah. Menganai kualitas 
periwayatannya, Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya, Abu 
Hatim, dan selainnya menyatakan bahwa ia tsiqah. Wafat 
pada tahun 196 H. di Basrah.66 
  
c. Ibnu Juraij 
Namanya adalah ‘Abdul Malik bin ‘Abdul ‘Aziiz bin Juraij, 
Abu Khaalid atau Abul Waliid Al-Qurasyiy Al-Makkiy Al-
Umawiy, Al-Imaam Ats-Tsiqah Al-‘Allaamah Al-Haafizh. 
Faqih negeri Hijaaz. Berasal dari negeri Ruum (Romawi). 
‘Athaa’ bin Abi Rabah berkata “Pemuka para pemuda ahlul 
Hijaaz adalah Ibnu Juraij”. Sedangkan ‘Aliy bin Al-Madiiniy 
berkata, aku bertanya kepada Yahya bin Sa’id, siapakah 
yang paling tsabat dari teman-teman Nafi’? Ia menjawab, 
                                                          
65Abi al-Maha>sin Muhammad bin Ali al-‘Alawiy al-Ha>syimiy, Kita>b al-
Tadzkirah bi Ma’rifati Rija>l al-Kutub al-Tis’ah, Juz. 3 (Cairo: Maktabah al-
Khanjiy, t.th), h. 919.   
66Abi al-Maha>sin Muhammad bin Ali al-‘Alawiy al-Ha>syimiy, Kita>b al-
Tadzkirah bi Ma’rifati Rija>l al-Kutub al-Tis’ah, h. 1678. 
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“Ayyub, ‘Ubaidillah dan Malik bin Anas. Sementara Ibnu 
Juraij paling tsabat dari pada Malik pada periwayatan Nafi’. 
Shalih bin Ahmad bin Hanbal berkata, dari Ayahnya, ‘Amr 
bin Dinar dan Ibnu Juraij keduanya paling tsabat pada 
periwayatan ‘Atha’. Ahmad bin Sa’d bin Abi Maryam 
berkata, dari Yahya bin Ma’in, “Tsiqah pada semua yang 
diriwayatkan darinya dari kitab. Ja’far bin ‘Abdul Wahid 
berkata: dari Yahya bin Sa’id bahwa Ibnu Juraij orang yang 
jujur. Jika ia mengatakan “telah menceritakan kepadaku” 
maka ia mendengarnya. Beliau wafat pada tahun 150 H pada 
usia 76 tahun. Ibnu Juraij dimasukkan pada thabaqah ketiga 
dalam periwayatan hadis.67  
 
d. Sulaiman bin Musa 
Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Musa al-Umawy al-
Dimasyqiy al-Asydaq al-Asadiy. Ia biasa dipanggil dengan 
Abu Ayyub atau Abu al-Rabi’ atau Abu Hisyam. Ia berada 
pada tingkatan keliama dari perawi hadis. Dari segi kualitas 
periwayatan, Abdul Gaffar Sulaiman al-Bandary dan Sayyid 
Kisrawy Hasan  mengatakan Shaduq, Faqih, Fi Haditsihi 
Ba’dha Layyin wa Khalatha Qabla Mautihi Biqalil. Artinya 
ia orang jujur, faham agama (ahli fikih), dalam beberapa 
kasus periwayatnya dijumpai hal-hal yang kesalahan kecil, 
namun hal itu kembali bisa dipadukan sesaat sebelum ia 
meninggal dunia. Dan menurut Abul Hasan Nuruddin al-
Sanady “ةقث وهو” artinya orangnya terpercaya.68   
 
e. al-Zuhry 
Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin 
‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin Syihab bin ‘Abdullah bin al-
Haris bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Galib 
al-Quraisiy al-Zuhriy Abu Bakr al-Madaniy (50-124 H.). Ia 
lebih populer dengan nama Ibn Syihab atau al-Zuhriy. Ia 
menerima hadis dari Urwah (seorang tabi’in besar) dengan 
lambang periwayatan (sigat al-Tahammul) ’an sedangkan 
muridnya yang meriwayatkan hadisnya adalah Syu’aib 
dengan ’an  pula. 
                                                          
67 Lihat https://muhandisun.wordpress.com/2013/04/28/ibnu-juraij-
rahimahullah/, (diakses 16 Oktober 2015). Lahaji, L., & Sulaiman Ibrahim. Fiqh 
Perempuan Keindonesiaan. Al-Bayyinah, 3 (1) 2019, 1-14.  
68 Abdul Gaffa>r Sulaima>n al-Bandariy dan Sayyid Kisrawy Hasan, 
Mausu>’ah Rija>l Kutubu al-Tis’ah, Juz. 2 (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 
1993), h. 105. 
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Al-Zuhriy adalah periwayat hadis yang memiliki sifat 
kejujuran dan kedabitan. Hal itu diakui oleh para ahli hadis 
seperti: Ibn Sa’ad, yang mengatakan bahwa al-Zuhriy adalah 
seorang tsiqah, ‘alim (ilmuan), periwayat yang faqih dan 
jami’; Abu al-Zinad mengatakan bahwa ia adalah ‘alim di 
masanya, ia dapat menulis apa yang pernah didengarnya dan 
menjadi hujjah; al-Lays mengatakan bahwa saya tidak 
pernah melihat orang yang pintar melebihi al-Syihab69; Ibn 
Manjuwiyah juga mengatakan bahwa al-Zuhriy adalah orang 
yang pernah bertemu dengan sepuluh sahabat Nabi, dan dia 
adalah paling hafiz pada masanya.70 
 
f. Urwah 
Nama lengkapnya adalah ‘Urwah bin al-Zubayr bin al-
Awwam bin Khuwaylid bin Asad bin ‘Abd al-‘Uzza al-
Qurasyiy al-Asadiy, Abu ‘Abd Allah al-Madaniy (22-93 H.). 
Sebagai seorang tabi’in besar yang teruji kualitasnya, 
‘Urwah termasuk periwayat hadis yang banyak menerima 
hadis dari ‘Aisyah  (bibinya), di samping berguru kepada 
Asma bint Abi Bakr (ibunya) sendiri, juga kepada Abu 
Humaid al-Saidiy. Sedangkan muridnya antara lain adalah 
al-Zuhriy dan Hisyam (putranya) dan lain-lain. 
Menurut penilaian para ahli hadis, ‘Urwah termasuk orang 
yang terpuji.  Ibn Saad, menempatkannya pada periwayat 
tingkat kedua (al-tabaqat al-saniyah) dari penduduk Madinah 
dengan sifat-sifat siqah, faqih, ma’mun ‘alim, hafdz dan 
tsabat; 71  Al-Ujaily  mengatakan, bahwa ‘Urwah adalah 
tabi’in yang siqah, saleh dan tidak pernah terkena fitnah; 
Sufyan bin Uyainah (w. 198 H.) mengatakan, bahwa hanya 
ada tiga orang yang paling mengetahui hadis ‘Aisyah, yaitu 
al-Qasim bin Buhammad, ‘Urwah bin al-Zubair, dan ‘Amrah 
bint ‘Abd al-Rahman; dan Ibn Hibban memasukkan ‘Urwah 
                                                          
69 Syiha>buddi>n Ahmad bin ‘Ali Ibn Hajar al-Asqala>niy, Tahdzi>b al-
Tahdzi>b, Jilid. V (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Fikr li al-Thiba>’ah wa al-Nasyr wa al-
Tauzi>’, 1984), h. 397-398. 
70Jala>luddi>n ‘Abdurrahma>n bin Abi Bakr al-Suyu>thiy, Tabaqa>t al-Huffa>dzh 
(Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), h. 49-50. 
 71 Lihat, Muhammad Mushthafa al-A’dzimiy, Dira>sa>t fi> al-Aha>di>ts al-
Nabawiy wa Ta>ri>kh Tadwi>nih, Juz. I (Makkah: al-Maktabat al-Isla>miy, 1992), h. 
157. 
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ke dalam kelompok orang yang tsiqah. Dia adalah penduduk 
Madinah yang sangat utama dan seorang cendekiawan.72 
 
g. Aisyah 
Nama lengkapnya adalah ‘Aisyah binti Abi Bakr al-Siddiq. 
Ia lahir dan wafat di Madinah pada tahun 58 H. Ia termasuk 
salah seorang dari isteri Nabi yang dinikahinya dalam 
keadaan bikr  (perawan), sehingga bapaknya mendapat gelar 
Abu Bakar (bapak perawan). Dalam Ilmu hadis, ‘Aisyah r.a. 
termasuk dalam golongan sahabat, karena bukan saaja 
pernah melihat dan sezaman dengan Rasulullah, tetapi lebih 
daripada itu, dia bergaul, makan dan tidur bersama 
Rasulullah, sehingga semua hadis yang diriwayatkannya, 
tidak perlu lagi diragukan kebenarannya. 
 
2. Kritik dari Sisi Matan 
Secara metodologis, kritik atau penelitian kualiatas 
matan suatu hadis dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, 
yaitu dengan melihat kualitas sanadnya, kemudian penelitian 
mengenai susunan lafal matannya dari berbagai versi yang 
semakna, serta  penelitian isi kandungan matan yang biasa 
disebut dengan fiqhul hadis atau syarah hadis.  
Berdasarkan jalur sanad hadis yang dijadikan sampel 
penelitian serta mengacu pada komentar para ulama hadis 
sebagaimana tertuang dalam bagian kritik sanad di atas 
menunjukkan bahwa sanad hadis yang diteliti ini dapat 
dipertanggungjawabkan kualitas dan kredibiltasnya. Sebab 
semua perawinya memiliki sifat al-siqah, faqih, al-sauduq,‘alim, 
sabat. Dan sesuai dengan hasil i’tibar di atas, hadis tentang wali 
nikah yang menjadi obyek penelitian ini dari segi sanad secara 
teoritis memenuhi kriteria sebagai hadis shahih, karena:  
a) Diriwayatkan secara makna dengan melalui satu jalur 
yaitu Aisyah. Semua sanad hadis sampai kepada rawi-
nya secara berturut dan berantai adalah muttashil dan 
tidak ada rawi yang tercela.  
b) Pada hadis tersebut terdapat mutabi’. 
Selanjutnya utuk mengetahui kuliatas matannya perlu 
dilakukan uqaranah atau pembandingan antara redaksi matan 
yang satu dengan yang lainnya guna mengetahui apakah hadis ini 
diriwayatkan secara lafad atau secara makna.  
                                                          
72Abu ‘Abdulla>h Muhammad bin Ahmad bin ‘Utsma>n al-Dzahabiy, Siyar 
A’la>m al-Nubala>’ (Cet. VII; Beiru>t: Mu’assasat al-Risa>lah, 1990), h. 320-324. 
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Berdasarkan redaksi, sampel hadis yang dikaji memiliki 
beberapa redaksi:  
(1) Musnad Ahmad  
(Riwayat Pertama) 
 ْنҮَاف ،ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀ
ِ̲ َف ،ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀَ̲ف ،ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀِ̲ َف ،اَهَﻻْوَم ِرْم ҫǫ َِْﲑغِب ُةҫǫْرَْملا ِتَحُِك̯ اَذ Үا اَمِب اَهُْرهَم َاَهَلف ،اََﲠاَصҫǫ  Ҩِﱄَو ُناَْطل Ҩسلَاف اوُرَجَت ْ̑شا ْن Үَاف ،اَْﳯِم َباَص
ҫǫ َُࠀ ҧِﱄَو َﻻ ْنَم  . 
(Riwayat Kedua) 
اَصҫǫ اَمِب اَهُْرهَم َاَهَلف َاَﲠاَصҫǫ ْن Үَاف ،ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀ
ِ̲ َف ،َا ِّﳱ َِ̦و ِنْذ Үا ِْﲑَغِب ْتَحََك̯ ٍة ҫǫَرْما اَمҨ ي ҫǫ ،اوُرَجَت ْ̑شا ْن Ү
اَو ،ا َِݨَْرف ْنِم َب
 َُࠀ ҧِﱄَو َﻻ ْنَم Ҩِﱄَو ُناَطْل Ҩسلَاف« 
(Riwayat Ketiga) 
 ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀَِ̲ف ، اَﳱِ̦ اَوَم ِنْذ Үا ِْﲑَغِب ْتَحُِك̯ ٍةҫǫَرْما اَمҨ ي ҫǫ -  Զًََﻼث-  ҧنҮَاف ،اوُرَجَت
ْ̑شا ْن Үَاف ،َاْﳯِم َباَص
ҫǫ اَمِب اَهُْرهَم اََهلَو
 َُࠀ ҧِﱄَو َﻻ ْنَم Ҩِﱄَو َناَطْل Ҩسلا 
(2) Sunan al-Tirmidzy 
 ٍةҫǫَرْما اَمҨ ي ҫǫ  َ َلف اَِﲠ َل َ˭ َد ْنҮَاف ،ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀ
ِ̲ َف ،ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀِ̲ َف ،ٌلِطԴَ اَُݩَﲀِ̲ َف اَ ِّﳱ َِ̦و ِنْذ Үا ِْﲑَغِب ْتَحََك̯ ҧل َ˪ َت ْ̑سا اَمِب ُْرهَْملا اَه  َُࠀ ҧِﱄَو َﻻ ْنَم Ҩِﱄَو ُناَْطل Ҩسلَاف اوُرَجَت ْ̑شا ْن Үَاف ،ا َِݨَْرف ْنِم  
(3) Sunan Abi Daud 
 ҫǫ ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀِ̲ َف ،اَﳱِ̦ اَوَم ِنْذ Үا ِْﲑَغِب ْتَحََك̯ ٍةҫǫَرْما اَمҨ ي« ٍتا ҧرَم َثََﻼث ،» ْنҮَاف ،َاْﳯِم َباَص
ҫǫ اَمِب اََهل ُرْهَْملَاف اَِﲠ َل َ˭ َد ْن Үَاف  َُࠀ ҧِﱄَو َﻻ ْنَم Ҩِﱄَو ُناَطْل Ҩسلَاف اوُرَجاََش˓ 
(4) Sunan Ibnu Majah 
 ٍةҫǫَرْما اَمҨ ي ҫǫ ْهَم َاَهَلف ،اََﲠاَصҫǫ ْن Үَاف ،ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀ
ِ̲ َف ،ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀِ̲ َف ،ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀِ̲ َف ، Ҩِﱄَْولا َاهْحِكُْني َْمل ،َاْﳯِم َباَصҫǫ اَمِب اَهُر
 َُࠀ ҧِﱄَو َﻻ ْنَم Ҩِﱄَو ُناَطْل Ҩسلَاف ،اوُرَجَت ْ̑شا ِن Үَاف  
(5) Sunan al-Darimy 
 ٍةҫǫَرْما اَمҨ ي ҫǫ َاف اوُرَجَت ْ̑شا ِن Үَاف ،ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀ
َِ̲ف ،ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀِ̲ َف ،ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀِ̲ َف ،َا ِّﳱ َِ̦و ِنْذ Үا ِْﲑَغِب ْتَحُِك̯ ْنَم Ҩِﱄَو ،ُناَْطل Ҩسل .ا َِݨَْرف ْنِم ҧل َ˪ َت ْ̑سا اَمِب ُْرهَْملا َاَهَلف َاَﲠاَصҫǫ ْن Үَاف ، َُࠀ ҧِﱄَو َﻻ  
Setelah membandingkan redaksi-redaksi matan di atas, tidak 
tampak perbedaan yang berarti dari lafal atau kalimat yang 
digunakan oleh para perawi. Walaupun tentunya dijumpai perbedaan 
penggunaan sigat lafad atau bentuk kalimat, atau adanya penambahan 
dan pengurangan kata tertentu  dalam redaksi matan di sana sini, 
namun secara subtansi hal tersebut tidak memalingkan tiga maksud 
dan hukum pokok yang terkandung dan dibawa oleh masing-masing 
matan sehingga tidak terjadi ta’arudh al-adillah atau kontradiksi 
petunjuk hukum dari dalil sebagaimana yan dikhawatirkan dalam 
metode peristimbathan hokum dalam fikih. Adapun ketiga hukum 
pokok yang tetap terkandung dalam masing-masing matan hadis 
tersebut adalah:  
a) Wanita manapun yang dinikahkan tanpa wali maka 
pernikahannya diangap batal.  
b) Jika sudah terlanjur menikah dan terjadi dukhul (hubungan 
badan) maka si wanit berhak mendapat mahar mitsil.  
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c) Jika para wali nasab berselisih tentang siapa yang lebih 
berhak menikahkan anak walinya sehingga menyebabkan 
terjadinya mudharat bagi si wanita, maka hak perwalian 
diserahkan kepada sulthan. 
 
Dengan demikian, secara redaksional matan hadis-hadis 
tersebut tidak bermasalah. Apalagi tidak ditemukan adanya dalil 
naqli dan aqli yang menolak tiga ketentuan yang terkandung dalam 
matan hadis tersebut. Maka dapat diyakini bahwa matan hadis 
tersebut adalah shahih.  
 
Analisis Isi Kandungan Hadis 
Kritik sanad dan matan hadis di atas akan lebih kuat bila 
dilakukan penelusuran isi kandungan hadis tersebut berdasar kitab 
syarah hadis agar dapat lahir pemahaman komprehensif tentang hadis 
wali di atas. Salah satu kitab yang memberi penjelasan atas 
kandungan hadis wali ditemukan dalam kitab Aunu al-Ma’bu>d 
Syarah Sunan Abi Da>u>d. Adapun teks hadis yang akan disyarah 
adalah: 
 ِب ْتَحََك̯ ٍةҫǫَرْما اَمҨ يҫǫ ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀِ̲ َف ،َاﳱِ̦ اَوَم ِنْذ Үا ِْﲑَغ« ٍتا ҧرَم َثََﻼث ،» َباَصҫǫ اَمِب َاَهل ُرْهَْملَاف َاِﲠ َل َ˭ َد ْن Үَاف  َُࠀ ҧِﱄَو َﻻ ْنَم Ҩِﱄَو ُناَْطل Ҩسلَاف اوُرَجاََش˓ ْن Үَاف ،َاْﳯِم Teks syarah dari hadis tersebut sebagai berikut:  
 َْسَ̿لَو ِهِتَبَصَع ْنِم ҧُﰒ َِبˌ ҧسلا َنِم ҧُﰒ ِبَسҧ ̱لا َنِم ِةَبَصَعْلا َنِم ُبَرْقҫҡْا َوُه ِِّﱄَْولԴَ ُداَرُمْلا ِماَه ِّسلا يِو َ ِ߳
 اَذَهَو ٌَةيَﻻِو ِما َ˨ ْر ҫҡْا يِو َ ِ߳  َﻻَو ِرُوهْمُجْلا ُبَهْذَم  ْنَع َيِوُرَو َةَفيِ̲ َح ِﰊҫǫ يِوَذ ҧنҫǫ  ҫҡْا اَذ Үَاف ِءاَيِلْو
ҫҡْا َنِم ِما َ˨ ْر
 ِناَْطل Ҩسلا َﱃ Үا ُرْم
ҫҡْا َلَقَْتنا َلَضَعَو اًدوُجْوَم َنَﰷ ْوҫǫ ҥِﱄَو ҧَﰒ ْنَُك̽ َْمل  ءىراقلا ҥَِﲇ̊ َلَاقَو .ِلْيҧنلا ِﰲ َُࠀَاق
 ِّرُح ِط َْﴩِˉ  ْم ِِﳢِ̿تَْر˔ ََﲆ̊ ُةَبَصَْعلا َوُه Ҩِﱄَْولا Ҩيِفَنَْحلا ﰒ برقҡٔاف برقҡٔا ِمِح ҧرلا وُذ ҧُﰒ ҨمҬҡْا ҧُﰒ ٍفي َِْﳫ˔َو ٍةҧ ي
 ِﴈاَْقلا ҧُﰒ تԳوﳌا ﱃوم  ҧنُْﳯَع َِةيَﻻِْولا ِْبلَس ِﰲ ِموُمُْعلا ِظاَْفلҫǫ َنِم اَمҨ ي ҫǫَو َاهَسَْفن ْيҫǫ (ْتَحََك̯ ٍة ҫǫَرْما اَمҨ يҫǫ)
 َ ب َنوُد ٍضْعَبِب ٍصيِص َْﲣ َِْﲑ̎ ْنِم ْيҫǫ (ٍتا ҧرَم َثََﻼث ٌلِطԴَ ا َُݩَﲀِ̲ َف) اَِﲛاَيِلْو ҫǫ ْيҫǫ (َاﳱِ̦ اَوَم ِنْذ Үا َِْﲑغِب) ٍضْع اﲟ اهل رهﳌاف) اﳱ̦و نذٕا ﲑغب ُهْتَحََك̯ ي ِ ҧ߳ ا ِيҫǫ (َل َ˭ َد ْن Үَاف) ٍتا ҧرَم َثََﻼث ٌلِطԴَ اَُݩَﲀ
ِ̲ َف َةَم َِﳇ َلَاق
ا َِةياَوِر ِﰲَو (َاْﳯِم باﲱǫٔ ُءاَيِلْوҫҡْا ََعزَاَنت ْيҫǫ (اوُرَجاََش˓ ْن Үَاف) ا َِݨَْرف ْنِم ҧل َ˪ َت ْ̑سا اَمِب ُْرهَم
ْلا اََهَلف ِّيِذِم ْ ِّﱰل
 Үا ُْمْﳯِم ِهَْيل Үا قب̑سلا ﰲ ة˨اشﳌا نود دقعلا نم ُعْنَم
ْلا ُداَرُمْلاَو ُةَموُصُخْلا ُرُجاَشҧ ˖لاَو ْمَُﳯْ̿ َ ب اوَُفلَ˗ْخاَو َنَﰷ اَذ
 َ ِߵ َذ َاِﳤََحلْصَم ِﰲ ُهِْ̲م اًرََظن نҡٔ (ࠀ ﱄوﻻ نم Ҩِﱄَو ُناَْطل Ҩسلَاف) ِعَمْجَْملا ِﰲ َُࠀَاق  َنِم ََعنَ˗ْما اَذ Үا ҧِﱄَْولا  ُجُو َعَم ِناَطْل Ҩسلِ̥  ََةيَﻻِو ََﻼف ҧﻻ Ү
اَو َا ҧﳱ َِ̦و ُناَْطل Ҩسلا ُنوَُكَ̀ف اََهل ҧِﱄَو َﻻ ُهҧ نҫََߓف ِﱕِو ْ ҧﱱلا Ҩيِرِذْنُمْلا َلَاق ِِّﱄَْولا ِدو
 ْه َˡ اَم نˊو يذمﱰلا ه ˡرخǫٔو  ٌنَسَح ٌثيِد َ˨  اَذَه Ҩيِذِم ْ ِّﱰلا َلَاقَو . ُحَﲀِّنلا Ҩحَِصي َﻻ ُهҧ ن ҫǫ ََﲆ̊ Ҩلَُدي ُثيِد َ˪ ْلاَو
 ٍِّﱄَوِب ҧﻻ Үا . حﲀنلا ِﰲ ِِّﱄَْولا ِطا َِﱰْشا ِﰲ ُءاََملُْعلا ََفَل˗ْخاَوروهﶺاف  هنǫٔ رذنﳌا نˊ نع ﲄحو هطاﱰشا ﲆ̊  َ ِߵ َذ ُفَﻼ ِ˭  َِةبا َ˪ ҧصلا نم د˨ǫٔ نع فرعي ﻻ ُةҧَِ̀فنَحْلا ِتَبَهَذَو  اوج˗حاو اقلطم طﱰش̼ ﻻ ُهҧ ن ҫǫ َﱃ Үا Ҩقَحҫǫ ُْتِْ̱بلا ٍِﲅْسُمِل ظفل ﰲو َثيِد َ˪ ْلا َا ِّﳱ ِ̦ َو ْنِم اَهِسْفَنِب Ҩقَحҫǫ ُ ِّﱘҫҡْا ٍساҧبَع نˊ ثيدﲝ اَ ِّﳱ ِ̦ َو ْنِم اَهِسْفَنِب
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اҤقَح اََهل ََتˌْثҫǫ ُهҧ ن ҫǫ ِقِ̀قْحҧتلا ِﰲ ِّيِزْوَجْلا نˊ لاق ام ُباَوَجْلاَو   ًة ََﴍَاˍُم ҧﻻ Үا ِِّﱄَْول
ِ̥  َسْ̿ َ ل ُهҧ ن ҫҡِ ҧقَحҫǫ اََهلَعَجَو
اَِﳖْذ ҮԴِ 
ҧﻻ Үا ا ََݨ ِّوَُز̽ ْنҫǫ َُࠀ ُزو َُﳚ َﻻَو  ِﱕِر َْﲣ ِﰲ اَذ
َك ََߠ ٌلِطԴَ ِِّﱄَْولا ِْﲑَغِب َحَﲀِّنلا ҧنҫǫ Ҩقَحْلاَو . ِّيَِعْلي ҧزلِ̥  َِةياَدِهْلا
.بابلا ثيدا˨ǫٔ ِهَْيَل̊ Ҩلَُدي73 
Intisari kandungan dari redaksi syarah hadis di atas dapat 
dikemukakan sebagai berikut: 
1. Menurut Jumhur Ulama, yang dimaksud dengan wali nikah 
adalah orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya 
secara nasab, kemudian paling akrab dari segi sebab 
kekerabatan, kemudian keluarga dari jalur ashabah. Adapun 
keluarga yang termasuk kelompok dzawil arham (kelompok 
keluarga yang terhalang mendapat warisan/keluarga jauh) 
maka tidak memilki hak menjadi wali. Sementara Imam Abu 
Hanifah berpendapat bahwa dzawil arham termasuk kelompok 
yang berhak menjadi wali. Ali al-Qari’ al-Hanafy berkata wali 
itu adalah kerabat ashabah secara berurut dengan syarat ia  
independen dan mukallaf, kemudian ibu lalu dzawil arham 
kemudian maula kemudian qadhi. Makanya, tatakala kerabat 
dekat tidak ada merekalah yang berhak menjadi wali, atau ada 
namun enggan maka beralihlah hak perwalian kepada sulthan. 
2. Kalimat “ ْﺖَﺤَﻜَﻧ ٍَةَأﺮْﻣا َﺎ ﱡَﳝأ” maksudnya mengawinkan dirinya 
sendiri. Dengan adanya lafad ayyuma menjadikan redaksi 
hadis ini berkonotasi umum dalam hal dilekatkannya 
perwalian bagi mereka tanpa ada deskriminasi. Adapun 
maksud dari “ﺎَﻬِﻴﻟاَﻮَﻣ ِنْذِإ ِْﲑَﻐِﺑ” adalah tanpa izin dari para walinya. 
Sementara kata “ ٍتاﱠﺮَﻣ َثَﻼَث ٌلِطʪَ ﺎَﻬُحﺎَﻜِنَف” maksudnya Nabi 
mengatakan “nikahnya batal” sebanyak tiga kali berturut-
turut. Maksud dari “ َلَﺧَد ْنَِﺈف” artinya jika terlanjur sudah 
menggauli wanita yang dinikahinya tanpa izin wali tersebut, 
maka “ﺎَﻬْـنِﻣ بﺎﺻأ ﺎﲟ ﺎﳍ ﺮﻬﳌﺎف” dalam riwayat al-Tirmidzy  َﺎِﲟ ُﺮْﻬَﻤْﻟا ﺎَﻬَﻠَـف
ﺎَﻬِﺟْﺮَـف ْﻦِﻣ ﱠلَﺤَﺘْﺳا artinya maka wanita tersebut berhak atas mahar 
yang sudah diberikan, dan kalau belum diberikan maka ia 
berhak atas mahar mitsil sebagai kompensasi atas apa yang 
telah direnggut dari dirinya (menghalalkan faraj). Kemudian 
“اوُﺮَﺟﺎَﺸَﺗ ْنَِﺈف” artinya jika semua wali dari si wanita berselisih 
atau terjadi konflik dan perbedaan pendapat yang tajam yang 
mengakibatkan masing-masing enggan dan ngotot atas hak 
                                                          
73Muhammad Asyraf bin ‘A<mir bin Ali bin Haidar Abu Abdurrahma>n 
Abba>diy, ‘Aunu al-Ma’bu>d Syarah Sunan Abi> Da>wu>d, Juz. 6 (Cet. II; Beiru>t: Da>r 
al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H.), h. 69-72. 
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perwaliannya, bukan saling berlomba untuk menikahkannya 
karena menganggap ialah yang lebih berhak, maka “ ﱡِﱄَو ُنَﺎﻄْﻠﱡﺴﻟﺎَف
ﻪﻟ ﱄوﻻ ﻦﻣ” artinya hak perwalian berpindah ke tangan 
sulthan/penguasa. Sebab dengan keengganan atau 
ketidaksediaan wali menikahkan maka hal itu sama artinya 
seakan-akan wanita tersebut tidak memiliki wali. Namun jika 
walinya ada dan mau menikahkan maka tidak ada hak atas 
penguasa untuk menikahkannya.   
3. Imam al-Tirmidzy menilai hadis ini sebagai hadis hasan. 
4. Hadis ini menjadi dalil akan tidak sahnya suatu pernikahan 
tanpa izin atau kehadiran wali. Meski demikian dala persoalan 
ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut 
Jumhur Ulama wali menjadi syarat sahnya suatu pernikahan, 
bahkan ibnu mundzir mengutip bahwa tidak ada satupun 
sahabat Nabi yang menyalahinya. Tapi madhab Hanafiyah 
sama sekali tidak mensyaratkan wali dalam suatu pernikahan. 
Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas yang berbunyi 
“janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya…”  serta 
hadis riwayat Muslim bahwa “anak perempuan lebih berhak 
atas dirinya dari pada walinya..”. Dalil tersebut dijawab oleh 
Jumhur sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu al-Jauzy dalam 
hasil penelitiannya bahwa hadis Ibnu Abbas tersebut memang 
memberi hak bagi janda untuk memutuskan menerima 
pinangan/menikah di banding walinya, sebab bagi seorang 
wali tidak ada wewenang selain melangsungkan akad 
nikah/menikahkan saja, ia tidak boleh menikahkan si wanita 
tanpa izin darinya. Demikianlah yang diugkapkannya ketika 
mentakhrij kitab al-Hidayah karya al-Zaila’iy. Sehingga 
pendapat yang tepat adalah pernikahan tanpa wali hukumnya 
batil/tidak sah sebagaimana yang diinginkan oleh hadis yang 
dibahas. 
             
Dari syarah hadis tersebut dapat disimpulkan intisari 
kandungan hadis di atas sebagai berikut: 
1. Batalnya suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa izin atau 
kehadiran wali nasab dari mempelai wanita. 
2. Adanya hak atas mahar bagi si wanita yang terlanjur dinikahi 
tanpa persetujuan walinya, meski status pernikahannya 
dianggap batal oleh syariat. 
Apabila seorang wanita hendak menikah dan ia tidak memiliki 
wali nasab atau ada namun para wali tersebut enggan atau tidak 
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merestui maka hak perwalian beralih kepada penguasa, bukan kepada 
keluarga jauhnya. 
 
Aktualisasi Hadis dalam Konteks Gorontalo  
Penyebutan istilah “sulthan” dalam teks hadis di atas, yang 
berfungsi sebagai wali pengganti bagi mempelai wanita yang tidak 
memiliki wali nasab, jika di lihat dari konteks ke-Indonesia-an 
sesungguhnya yang dimaksud adalah kepala negara tertinggi yakni 
Presiden. Namun, adalah suatu hal yang memberatkan (mustahil) bagi 
seorang Presiden yang hanya manusia biasa untuk terjun langsung 
meladeni seluruh masyarakatnya yang ingin melangsungkan 
pernikahan mulai dari kota sampai ke pelosok daerah terpencil. Oleh 
karena itu, dalam KHI dijelaskan bahwa untuk menjalankan fungsi 
sebagai wali hakim, konstitusi memberi kuasa kepada pembantu 
Presiden yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada 
Kepala KUA di setiap kecamatan untuk melaksanakan tugas tersebut. 
Namun untuk teknis pelaksanaanya di lapangan Menteri Agama 
mengangkat masing-masing Pegawai Pencatat Nikah di setiap 
kecamatan untuk bertindak sebagai wali hakim sebagai perpanjangan 
tangan dari pemerintah pusat di masing-masing wilayah di Indoensia. 
Aturan teknis wali hakim tersebut tertuang dalam Bagian 
Pertama buku KHI pada pasal 1, redaksinya adalah: 
“Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri 
Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak 
dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.  
Meski aturan wali nikah telah diundangkan, namun masih 
dijumpai masyarakat yang berasumsi bahwa wali bukan elemen 
utama dalam pernikahan Islam. Mereka menganggap pernikahan 
tetap sah kalau dilangsungkan tanpa restu dan kehadiran wali dalam 
akad nikah. Akibatnya, muncullah beberapa praktik pernikahan tidak 
tercatat yang sering dijalankan oleh masyarakat muslim. Seperti 
kawin lari, nikah batin, atau bahkan ada yang sampai membuka jasa 
layanan nikah.  
Provinsi Gorontalo sebagai daerah yang dikenal 
masyarakatnya sangat religius dan kental dengan nuansa adat istiadat 
dalam menjalani rutinitas kesehariannya, dikenal sebagai daerah yang 
masih banyak terjadi praktek layanan nikah tidak tercatat atau 
layanan jasa nikah tidak resmi. Baik yang dijalankan secara terang-
terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Tokoh bernama Nur 
Alinti disingkat NA (alm.) di kelurahan Siendeng Kecamatan 
Hulontalangi yang dulu menjadi oknum yang sering didatangi oleh 
pasangan bermasalah sejak 1976. Sepeninggal NA, layanan tersebut 
dilanjutkan oleh anaknya bernama Syukri Alinti. Menurut data yang 
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dikemukakan oleh Ahmad Faisal dan Mahmud Bakari, Bapak dari 
Syukri Alinti tersebut telah menikahkan pasangan dari berbagai 
daerah dan latar belakang sosial tidak kurang dari 50 ribu pasangan.74  
Temuan tersebut relevan dengan data yang dikemukakan oleh 
Mansur Basir bahwa bahwa jumlah pasangan nikah yang tidak 
tercatat di Provinsi Gorontalo  tahun 2014 sebanyak 9.626 pasang 
nikah yang tersebar di 6 (enam) kabupaten/Kota, dengan jumlah 
sebaran terbesar berada di Kabupaten Pohuwato sebanyak 4.305 
pasang.75  
Selain itu, problem lain yang masih marak dijumpai pula 
adalah praktek nikah sirri yang dijalankan oleh masyarakat Kota 
Gorontalo. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Alinda Ahmad 
Ishak dan Muhibbuddin, bahwa di Kota Gorontalo selain ada 
pencatatan perkawinan secara normal ada juga yang melalui proses 
perkawinan sirri untuk selanjutnya melakukan permohonan itsbat 
nikah untuk disahkan perkawinannya. Data dari Pengadilan Agama 
Gorontalo yang yurisdiksinya mewilayahi seluruh wilayah Kota 
Gorontalo, sepanjang tahun 2017 menerima permohonan itsbat nikah 
sebanyak kurang lebih 102 perkara.76  
Meski pelaksanaan nikah sirri memenuhi semua rukun nikah 
dalam fikih, namun kehadiran praktek seperti ini melahirkan banyak 
dampak negatif dan kerugian bagi para pasangan nikah sirri. Aturan 
yang sudah ada dalam KHI yang  mengikat seluruh umat Islam di 
Indonesia menjadi terabaikan dan melahirkan orang-orang yang tidak 
taat hukum. Dampak negatif lainnya adalah ruwetnya melacak dan 
memastikan berakhirnya masa iddah bagi wanita yang telah ditalak 
melalui sebuah pernikahan sirri. Demikian pula penjaminan hak-hak 
masing-masing pasangan ketika terjadi perceraian/putus dari 
penikahan sirri. Belum lagi tidak adanya jaminan hak nafkah bagi 
anak, serta hak kewarisan akibat dari pernikahan tersebut serta 
banyak lagi yang lain.  
Kondisi di atas mengindikasikan masih lemahnya kesadaran 
masyarakat Gorontalo tentang kedudukan dan peran penting wali 
                                                          
74Ahmad Faisal dan Mahmud Bakari, Layanan Nikah Tidak Tercatat di 
Gorontalo; Explorasi dan Rekonstruksi, Jurnal Ilmiah “al-Jauhari”, Vol. 4, No. 1, 
Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2019, h. 221. 
75Mansur Basir, Solusi Hukum Bagi Perkawainan Tidak Tercatat (Sirri), 
Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo, 
https://gorontalo.kemenag.go.id/opini/260/solusi-hukum-bagi-perkawinan-tidak-
tercatat-sirri   
76Alinda Ahmad Ishak dan Muhibbuddin, Pencatatan Perkawinan Lintas 
Kantor Urusan Agama Di Kota Gorontalo, Jurnal al-Mizan, Vol. 15, No. 1, 2019, h. 
58.  
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dalam pernikahan hingga diperlukan sosialisasi intensif kepada 
masyarakat mengenai aturan teknis pernikahan dalam hukum Islam 
khususnya aturan perwalian guna menciptakan tatanan kehidupan 
berkeluarga dan berketurunan yang transparan sesuai norma agama 
dan Negara. Ketaatan menjalankan petunjuk dan ajaran beragama 
haruslah sinergis dan berbanding lurus dengan kesadaran hukum 
dalam diri setiap masyarakat muslim di Indonesia bahwa wali tidak 
sekedar menjadi pelengkap dalam pernikahan tapi menjadi simbol 
perwakilan keluarga besar dari mempelai wanita untuk melakukan 
penyerahan/pengalihan tanggung jawab secara penuh secara formal 
dari pihak keluarga wanita kepada si calon suami guna membina, 
mengurus, menafkahi, dan melindungi hak-hak sang mempelai wanita 
di kemudian hari. Itulah mengapa sampai pernikahan harus atas izin, 
taukil, atau kehadiran wali dalam akad. 
Hadirnya regulasi tentang pelaksanaan itsbat nikah oleh 
Pengadilan Agama serta langkah penggratisan biaya menikah jika 
dilakukan di KUA merupakan sebagian dari upaya pemerintah untuk 
mengantisipasi lemahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati 
ajaran agama dan Negaranya terkait regulasi pernikahan yang sah 
termasuk pentingnya wali dalam pernikahan. 
 
Kesimpulan 
Kandungan hukum yang terdapat dalam hadis wali 
menunjukkan batalnya suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa 
izin, taukil atau kehadiran wali. Kalaupun ada pernikahan yang 
berlangsung tanpa kehadiran wali, izin atau taukil darinya, 
pernikahan tersebut tidak menggugurkan hak wanita atas mahar 
meski status pernikahannya dikategorikan tidak sah atau batal oleh 
syariat dan hukum perundang-undangan. Jika petunjuk hukum dari 
hadis tersebut diaktualisasikan pada konteks pernikahan yang terjadi 
di Gorontalo menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran 
masyarakat Gorontalo tentang fungsi dan kedudukan wali dalam 
pernikahan masih sangat lemah. Masih banyaknya terjadi praktek 
layanan nikah tidak tercatat atau layanan jasa nikah tidak resmi, baik 
yang dijalankan secara terang-terangan maupun yang sembunyi-
sembunyi masih banyak ditemukan. Baik di Kota Gorontalo muapun 
di kabupaten. Demikian pula halnya dengan masih maraknya terjadi 
praktik nikah sirri di Kota Gorontalo yang secara konteks juga 
mengindikasikan lemahnya pengetahuan tentang pentingnya wali 
nikah. 
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